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SINOPSIS 

 

Buku ajar mempunyai  peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia 

yang kreatif dan inovatif.  Materi akuntansi sektor publik memamparkan tentang pentingnya 

organisasi sektor publik, memahami ilmu akuntansi sektor publik, karena ilmu ini mampu 

memberikan informasi akuntansi yang dapat digunakan oleh sektor publik dalam melakukan 

fungsi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran 

pendapatan dan belanja  di pusat dan di daerah. Informasi akuntansi sektor publik merupakan 

alat atau sarana untuk membantu organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan sehingga menghasilkan good governance. 
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Buku ajar ini penulis persembahkan untuk : 

Generasi muda penerus cita-cita bangsa yang peduli nasib ibu pertiwi. 
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BAB I 

PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sektor publik dan publik. 

2) Mahasiswa juga dapat menjelakan perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi 

sektor swasta. 

 

I.1 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

 Ilmu akuntansi sektor publik berkembang pesat pada abad ke-20 sejalan dengan 

semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah di berbagai belahan dunia 

khususnya tentang pelaporan keuangan organisasi-organisasi publik. Sebelum membahas 

definisi akuntansi sektor publik, harus diluruskan terlebih dahulu mengenai pemahaman kita 

tentang publik dan sektor publik. Sektor publik merupakan sektor-sektor yang terdapat dalam 

kehidupan bermasyarakat, dimana pelaksanaan utama dari tujuan organisasinya yaitu tidak 

mencari keuntungan keuangan. Jadi organisasi tersebut umumnya dimiliki secara kolektif 

secara publik dan kepemilikan atas sumber dayanya tidak dicerminkan dalam bentuk saham 

yang dapat diperjualbelikan. Mekanisme pengambilan keputusan publik atas kebijakan dan 

operasi organisasi dilakukan atas dasar consensus (Indra Bastian, 2010). Organisasi sektor 

publik adalah organisasi yang ruang geraknya berkenaan dengan pelayanan publik dan 

penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara (Mahmudi, 2016). 

Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan 

atau organisasi yang memiliki keterikatan dengan keuangan negara. Disisi lain, publik sendiri 

juga dapat diartikan sebagai masyarakat, yaitu pihak yang mempunyai kepemilikan atas 

organisasi sektor publik tersebut dan pihak yang berhak mendapatkan pelayanan yang 

diberikan oleh organisasi sektor publik tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), publik adalah orang banyak (umum) atau masyarakat. 

 

 

d 

 

 

PERAGA I.1 Perbedaan antara publik dengan organisasi sektor public 
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Definisi akuntansi sektor publik menurut Bastian (2010), yaitu mekanisme mengenai 

teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dari masing-masing dana di 

lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya. Seperti: 

1. Pemerintah Daerah 

2. BUMN 

3. BUMD 

4. LSM 

5. Yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta di 

Indonesia. 

Menurut Halim & Kusufi (2014), akuntansi sektor publik merupakan suatu proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) pada 

suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan 

sebagai infromasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 

Ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama. Yakni: 

1. Akuntansi Pemerintahan Pusat 

2. Akuntansi Pemerintahan Daerah 

3. Akuntansi Partai Politik 

4. Akuntansi LSM 

5. Akuntansi Yayasan 

6. Akuntansi Pendidikan (Sekolah, Perguruan tinggi) 

7. Akuntansi Kesehatan  (Puskesmas, Rumah Sakit) 

8. Akuntansi Tempat peribadahan (Mesjid, Gereja, Vihara, Pura) 

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010), sektor publik mempunyai cakupan: 

1. Intansi Pemerintah, yang terdiri dari: 

a. Pemerintah Pusat, termasuk didalamnya; 

1) Kementerian, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, 

Departemen Keuangan, dan lain-lain. 

2) Lembaga dan Badan Negara, seperti KPK, KPU, BKN, KomNas HAM, 

Ombudsman, Sekretariat Negara, dan lain-lain. 

b. Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Catatan Sipil, dan lain-lain. 

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah 

Oragnisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik 

yang tidak berbentuk instansi pemerintah, namun dimiliki oleh pemerintah. 
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Contohnya: 

a. Perguruan tinggi BHMN 

b. Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah 

c. Yayasan-yayasan milik pemerintah seperti Lembaga Konsumen Indonesia (LKI). 

Pada perkembangannya, sebagian dari organisasi kelompok ini dikategorikan dalam 

kelompok yang lebih khusus, yakni Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD). 

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta 

Organisasi Nirlaba Milik Swasta adalah bagian dari organisasi sektor publik yang 

kepemilikan dan pengelolaannya oleh pihak swasta. 

Contohnya: 

a. Yayasan seperti Sampoerna Faundation, Dompet Dhuafa Republika, Habibie 

Center, dan lain-lain, 

b. Sekolah dan Universitas Swasta, 

c. Rumah Sakit milik swasta. 

 

I.2  Perbedaan dan Persamaan Karakteristik Organisasi Sektor Publik 

dengan Organisasi Sektor Swasta 

 Perbedaan sifat dan karakteristik antara organisasi sektor publik dengan organisasi 

sektor swasta. 

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK SEKTOR SWASTA 

Tujuan Organisasi Non-profit oriented 

Public service oriented 

Profit oriented 

Penyedian barang dan jasa 

komersial. 

Sumber pendanaan Pajak, restribusi, utang, 

Obligasi milik pemerintah, laba 

BUMN/BUMD, penjualan aset 

Negara, Hibah, PNBP. 

Pembiayaan internal berasal 

dari: Modal sendiri, laba 

ditahan dan penjualan aset. 

Pembiayaan eksternal berasal 

dari: utang bank, obligasi dan 

penerbitan saham. 

Kepemilikan Dimiliki oleh Negara atau 

seluruh rakyat. 

Dimiliki Shareholder. 

Pertanggung Jawaban Pertanggung jawaban kepada 

masyarakat (publik) dan pihak 

Pertanggung jawaban kepada 

pemegang saham dan investor. 
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parlemen (DPR/DPRD). 

Struktur Organisasi Birokratis, kaku dan hierarkis Fleksibel, datar, piramid, lintas 

fungsional dan sebagainya. 

Karakateristik 

Anggaran 

Terbuka untuk publik dan 

merupakan dokumen publik 

Tertutup untuk publik dan 

merupakan dokumen rahasia 

Sistem Akuntansi Cash Accounting 

Accrual Accounting 

Fund Accounting 

Budgetary Accounting 

Commitment Accounting 

Accrual accounting 

Standar Akuntansi  Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). 

Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). 

 

Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Sektor Swasta 

1. Bagian integral sistem ekonomi di suatu negara serta menggunakan sumber daya yang 

sama dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Kedua sektor ini menghadapu masalah yang sama yaitu berkenaan dengan kelangkaan 

dari sumber daya (scarcity of resources). Sehingga dituntut untuk ekonomis, efisien, 

dan efektif. 

3. Membutuhkan informasi yang handal dan relevan dalam rangka pelaksanaan fungsi 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 

4. Produk yang dihasilkan sama, yaitu yang bergerak dibidang transportasi masa, 

pendidikan, kesehatan, penyediaan energi. 

5. Terikat oleh peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang disyaratkan. 

 

I.3  Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik  

Elemen-elemen akuntansi sektor publik terdiri dari: 

1. Perencanaan Publik 

2. Penganggaran Publik 

3. Realisasi Anggaran Publik 

4. Pengadaan Barang dan Jasa 

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

6. Audit Sektor Publik 

7. Pertanggungjawaban publik 
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I.4  Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

Memberikan informasi yang berguna bagi pengendalian manajemen dan pertanggung 

jawaban. Informasi akuntansi berguna untuk: 

1. Pengambilan keputusan, terutama untuk alokasi sumber daya 

2. Pemilihan program dan penilaian investasi 

3. Penentuan indikator kinerja sektor public 

 

I.5  Akuntabilitas Publik 

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik merupakan kewajibak dari pihak 

pemegah amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan 

pengungkapan dari segala aktivitas dan kegiatan yang jadi tanggung jawabnya terhadap pihak 

pemberi amanah dan memiliki hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. 

Akuntabilitas publik terdiri atas dua pertanggungjawaban, yaitu: 

1. Pertanggungjawaban Vertikal (vertical accountability), yaitu pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana pada pihak otoritas yang lebih tinggi. Contohnya; 

pertanggungjwaban pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) kepada 

pemerintah pusat. 

2. Pertanggungjawaban horizontal (Horizontal Accountability), yaitu pertaggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat luas. Contohnya; pertanggungjawaban pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat. 

Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2016) merupakan pemberian informasi yang 

berkenaan dengan aktivitas dan kinerja dari pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Konsep utama dari akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada 

publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). 

Akuntabilitas publik juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab 

berbagai pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang telah, sedang dan rencana yang akan 

dilakukan oleh organisasi sektor publik.  

Dimensi akuntansi terdiri dari: 

1. Akuntanbilitas hukum dan kejujuran (Accountability for Probity and Legality), yaitu 

akuntabilitas dari lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam pekerjaannya 

dan menaati semua ketentuan hukum yang berlaku. 
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2. Akuntabilitas manajerial (Managerial Accounting), yaitu pertanggungjawaban dari 

lembaga publik untuk mengelola organiasi secara efisien dan efektif. 

3. Akuntabilitas program (Program Accountability), yaitu berkaitan dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai tidak, serta 

pertimbangan dari organisasi terhadap alternatif atau program yang memberikan hasil 

yang optimal dengan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan (Policy Accountability, yaitu berkaitan dengan 

pertanggungjawaban dari lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 

5. Akuntabilitas finasial (Financial Accountability), yaitu pertanggungjawaban dari 

lembaga-lembaga publik untuk penggunaan uang publik secara ekonomis, efisien dan 

efektif, tidak ada pemborosan atau kebocoran dana serta korupsi. 

 

Latihan Soal. 

1. Dewasa ini tuntutan dari akuntabilitas publik terhadap sistem penyusunan anggaran 

sektor publik semakin tajam, seperti dituntut adanya transparasi dan responsibility 

publik, Sebutkan perbedaan sifat dan kharakteristik sektor publik & sektor swasta ? 

2. Untuk menuju suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya 

sistim tata kelola yang baik (Good Governance), sebutkan 3 karakteristik yang relevan 

pada sektor publik, dan jelaskan masing-masing. 

 



Akuntansi Sektor Publik 

7 

 

BAB II 

REGULASI KEUANGAN PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi keuangan publik 

2) Mahasiswa juga dapat menjelakan tahapan atau proses regulasi akuntansi sektor 

publik 

 

II.1 Definisi Regulasi Publik 

Menurut Bastian (2010), regulasi publik merupakan ketentuan yang wajib dijalankan 

dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi sektor publik. Regulasi organisasi publik 

yaitu instrumen atau aturan yang secara legal diterapkan oleh organisasi sektor publik dalam 

penyelenggaraan, perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, 

pelaporan keuangan, audit dan pertanggungjawaban publik.  

 

II.2 Teknik Penyusunan Regulasi Publik 

Teknik penyusunan regulasi publik merupakan rangkaian tahapan-tahapan, sehingga 

siap disusun dan ditetapkan serta diterapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Peraga II.1 Teknik Penyusunan Regulasi Publik 

Pendahuluan 

Mengapa Diatur 

Bagaimana mengaturnya  

Permasalahan dan misi 

Dengan apa diatur 

Diskusi / Musyawarah 

catatan 
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Regulasi publik dimulai dengan adanya isu terkait dengan regulasi tersebut. Kemudian 

diambil tindakan terhadap isu yang ada dalam bentuk aturan yang diinterpretasikan sebagai 

bentuk dukungan penuh organisasi publik. 

Contoh Regulasi Publik yang Mengatur Akuntansi Sektor Publik 

Tahapan Dalam Siklus 

Akuntansi Sektor 

Publik 

Contoh Regulasi Publik 

Perencanaan Publik - UU No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

- Surat Edaran Bersama No 0295/M.PPN/I/2005050/16/SJ 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah 

Perencanan Pembanguna tahun 2005. 

Penganggaran Publik - UU No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Daerah. 

- UU No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah. 

- Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

- Permendagri No. 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas 

Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Realisasi Anggaran 

Publik 

- UU No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Publik 

- PERPRES No. 32 tahun 2005, tentang Perubahan Kedua 

atas KEPRES No. 80 tahun 2003, tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pelaporan Keuangan 

Sektor Publik 

- PERPRES No. 8 tahun 2004, tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Audit Sektor Publik - UU No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab keuangan Negara.  

- SK BPK No. 1 tahun 2008, tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara.  

Pertanggungjawaban 

Publik 

- PERPRES No. 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan 

Instansi Pemerintah. 
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II. 3   Penyusunan Regulasi Publik 

Penyusunan dari regulasi publik dimulai dengan merumuskan masalah yang akan 

diatur. Untuk itu kita harus menjawab pertanyaan “Apa masalah yang akan diselesaikan?” 

Seorang perancang regulasi publik mampu mendeskripsikan masalah publik tersebut. Salah 

satu cara dalam menggali permasalahan ini yaitu dengan melakukan penelitian. Selain itu, 

permasalah publik yang terjadi dalam masyarakat, wajib dilakukan observasi atas objek 

permasalahan tersebut. 

Perumusan masalah publik meliputi hal-hal berikut: 

a. Apa masalah publik yang ada! 

b. Siapa masyarakat yang prilakunya bermasalah! 

c. Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah! 

d. Analisis keuntungan dan kerugian masalah publik! 

II.4 Dasar Hukum Keuangan Publik di Indonesia 

1. Dasar Hukum Keuangan Negara 

a.    UU No. 17 tahun 2003 (tentang keuangan negara) 

Contoh : Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan atas 

pengelolaan keuangan negara. 

b.   UU No. 1 tahun 2004 (tentang pembendaharaan negara), isinya: pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuagan negara termasuk investasi dan kekayaan yang 

ditetapkan oleh APBN dan APBD. 

c.  UU No. 15 tahun 2004 (tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara) 

d.    UU No. 25 tahun 2004 (tentang sistem perencanaan pembangunan nasional) 

2. Dasar Hukum Keuangan Daerah 

 Pasal 15 UUD 1945, Negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi 

3. Dasar Hukum Keuangan Organisasi Publik lainnya 

a. PSAK No. 45 tentang organisasi Nirlaba 

b. UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan 

c. UU No. 20 tahun 2008 tentang bantuang keuangan kepada partai politik 

 

II.5      Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta / Bisnis 

 Dasar hukum akuntansi sektor publik : 

1. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP ditetapkan dengan PP No. 24 tahun 

2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
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(PSAP), yang dilengkapi pengantar SAP dan disusun mengacu pada Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP wajib digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan laporang keuangan pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

2. PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan). Standar akuntansi keuangan yang 

dari waktu ke waktu harus selalu dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan 

perkembangan dari praktek bisnis dan profesi akuntansi. Sampai dengan 1 juni 2012, 

PSAK terdiri dari 64 PSAK, 26 ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan), dan 

6 PPSAK (Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). 

3. SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara), yaitu pelaksaannya memiliki 

mekanisme kerja yang meliputi pengumpulan bukti dan pengujian bukti secara 

objektif. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntanbilitas publik untuk 

mendapatkan hasil, yakni meningkatkan kredibilitas dari informasi yang dilaporkan. 

Dasar hukum sektor swasta: 

a. PSAK 

b. SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). 

 

 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan contoh mekanisme terbentuknya undang-undang pornografi di Indonesia. 

2. Jelaskan mekanisme terbentuknya Peraturan Pemerintah Daerah. 
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BAB III 

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan sistim pengendalian manajemen sektor 

publik. 

2) Mahasiswa juga dapat menjelakan struktur pengendalian manajemen sektor publik. 

 

III.1 Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik 

 Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi manajemen sektor publik merupakan bagian 

yang integral dari sistem pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pengendalian 

manajemen seperti pengidentifikasin, penyajian dan penginterpretasian informasi yang 

digunakan dalam rangka: 

1. Perumusan Strategi, 

2. Perencanaan dan Pengendalian Aktivitas, 

3. Pengambilan Keputusan, 

4. Pengoptimalan Penggunaan Sumber Daya, 

5. Pengungkapan Kepada Shareholders dan Pihak Eksternal Organisasi, 

6. Pengungkapan Kepada Karyawan, dan 

7. Perlindungan Aset. 

 

III.2 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik 

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran dalam memberikan informasi 

akuntansi yang relevan dan handal kepada manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan 

dan pengendalian organisai.  

Inti Akuntansi Manajemene Sektor Publik: Perencanaan dan Pengendalian 

      Peran akuntansi manajemen sektor publik: 

1. Perencanaan Strategi 

Membuat alternatif program-program yang dapat mendukung strategi organisasi 

2. Pemberian Informasi Biaya 

Memiliki peran strategis yang berkenaan dengan perencanaan financial terkait 

indentifikasi biaya-biaya yang terjadi. Proses penentuan biaya ini meliputi 5 aktifitas, 

yaitu: cost finding (mengakumulasi biaya), cost recording (pencatatan biaya), cost 
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analyzing (analisis biaya), cost strategic management (strategi penghematan biaya), 

cost reporting (informasi biaya) 

3. Penilaian Investasi 

Menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial 

4. Penganggaran 

Memiliki peran dalam menfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif 

5. Penetuan Biaya Pelayanan dan Penentuan Tarif Layanan 

Menentukan tingkat biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan pelayanan 

tertentu dan menentukan tarif yang akan dibebankan pemakai jasa pelayanan publik, 

termasuk menghitung berapa subsidi yang diberikan. 

6. Penilaian Kinerja 

Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

III.3 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (SPM) 

Pengendalian manajemen sektor publik meliputi beberapa aktivitas : 

1. Perencanaan, 

2. Koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, 

3. Komunikasi dan Informasi, 

4. Pengambilan Keputusan, 

5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi untuk berperilaku sesuai dengan tujuan 

organisasi 

6. Pengendalian dan, 

7. Penilaian kinerja 

SPM sektor publik fokus pada pelaksaan strategi organisasi secara efektif dan efisien 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 

III.4 Struktur Pengendalian Manajemen 

Struktur pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang 

terbentuk dalam struktur pertanggungjawaban yang terdiri dari : 

1. Pusat Biaya/expense center 

 Pusat pertanggungjawaban yang menilai prestasi manajer berdasarkan biaya yang 

dikeluarkan. 

2. Pusat Pengendalian/revenue center 
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 Pusat pertanggungjawaban yang menilai prestasi manajer berdasarkan pendapatan 

yang dihasilkan. 

3. Pusat Laba/provit center 

 Pusat pertanggungjawaban yang membandingkan antara output dan input dalam 

satuan moneter, kinerja manajemen berdasarkan dengan laba yang dihasilakn. 

4. Pusat Investasi/investment center 

 Pusat pertanggungjawaban yang menilai prestasi manajer berdasarkan laba yang 

dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusar 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

 Pusat pertanggungjawaban adalah alat dalam melaksanakan strategi dan program-

program yang sudah diseleksi melalui proses perencanaan strategis, atas disebut juga alat 

pengendalian anggaran yang sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. 

 

Latihan Soal/ Kasus. 

1. Akuntansi manajemen memiliki peran dalam memberikan informasi historis dan 

prospektif untuk memnfasilitasi perencanaan. 

a. Sebutkan perbedaan pokok Akuntansi Manajemen sektor publik dengan Akuntansi 

Manajemen Sektor swasta ! 

b. Jelaskan perbedaan informasi akuntansi sebagai alat perencanaan ! 

2. PT. Garuda Indonesia unruk tahun anggaran 2006/2007 dituntut untuk melakukan 

Penilain Investasi atas rencana pengembangan Lintas Udara antar pulai di Wilayah 

Indonesia. Saudara sebagai  Proyec Manager, diminta untuk: 

a. Melakukan penetapan biaya pada perusahaan tersebut (cost finding, reporting and 

analyzing). 

b. Menganilisis biaya yang meliputi macam-macam alokasi biaya dan penilaian 

investasinya. 

c. Menganalisis kinerja dengan Cost benefit analysis, 

d. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada BUMN tersebut serta 

memberikan rekomendasi atas Strategi pengendalian biaya yang tepat pada 

organisasi tersebut. 
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BAB IV 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUBLIK 

 

Capaian Pembelajarab Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan sistim perencanaan dan penganggaran publik. 

2) Mahasiswa juga dapat menjelaskan penyusunan anggaran sektor publik 

 

IV.1 Teori Perencanaan Publik 

Menurut Indra Bastian (2010), perencanaan dan penganggaran publik adalah 

bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan atau 

bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan tiap sumber daya yang tersedia. 

Fungsi perencanaan (rencana jangka panjang) : 

1. Rencana strategis : adalah rencana jangka panjang yang memuat antara lain; visi, misi, 

dan strategi (arahan kebijakan). 

2. Rencana operasional : memuat program dan rencana tindakan (aksi). Terdiri dari: 

- Singel Use Plan (rencana sekali pakai), yaitu penyusunan rencana untuk mencapai 

tujuan tertentu serta dibubarkan setelah tujuan itu tercapai. 

- Standing Plan (rencana permanen), yaitu pendekatan yang telah distandarisasi 

untuk menghadapi situasi berulang-ulang dan dapat diramalkan sebelumnya.  

 

IV.2 Sistem Perencanaan Publik 

Mencakup lima pendekatan : 

1. Politik : rencana pembanguan dalam organisasi publik merupakan penjabaran agenda 

pembangunan yang dilanjutkan oleh pimpinan organisasi publik pada saat kampanye. 

2. Teknokratik : pelaksanaanya menggunakan metode dan kerangka berfikir yang ilmiah 

oleh suatu lembaga atau satuan kerja. 

3. Partisipatif : pelaksanaanya melibakan semua yang memiliki kepentingan terhadap 

pembangunan. 

4. Atas bawah ( top- down ) dan bawah atas (bottom – up) dilaksanakan menurut jenjang 

yang ada di dalam organisasi. 

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap : 

1. Penyusunan rencana, 

2. Penetapan rencana, 
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3. Pengendalian pelaksanaan rencana, 

4. Evaluasi pelaksanaan rencana, 

 

IV.3 Teknik Perencanaan Publik 

1. Survey, terbagi 3 : 

- Survey melalui pos 

- Survey melalui telepon 

- Survey per orang 

2. Visioning 

Teknik partispasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita serta tujuan dari 

organisasi yang seringkali berdasarkan pada tema dalam literatur visioning. 

3. Focus group 

Teknik perencanaan partisipasi publik yang diilhami oleh kegunaannya dalam industri 

periklanan. 

4. Kebijakan Delphins 

Digunakan oleh 2 atau lebih kelompok yang sedang berkonflik. 

5. Brainstroming  

Yaitu digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan dalam menyelesaikan 

konflik. 

6. Analisis kekuatan di Lapangan 

Digunakan untuk menganalisis dan memilih kebijakan/program dari alternatif yang 

disediakan. 

7. Nominal Group Technique 

Digunakan untuk perumusan maksud dan tujuan dalam pemilihan alternatif. 

 

IV.4 Teori Penganggaran  

Berdasarkan GASB (Govermental Accounting Standar Boards), penganggaran dapat 

diartikan sebagai rencana operasi keuangan yang didalamnya mencakup estimasi dari 

pengaeluaran yang diusulkan serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai 

pada periode waktu tertentu. 

Anggaran sektor publik ini penting dikarenakan beberapa alasan, yaitu; 

1. Anggaran merupakan salah satu alat pemerintah dalam mengarahkan pembangunan 

sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakatnya. 
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2. Anggaran perlu karena adanya tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak 

terbatas serta terus berkembang, sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. 

3. Anggaran dibutuhkan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa 

pemerintah telah melakukan tanggungjawabnya. 

 

Contoh jenis dari anggaran sektor publik: 

1. Anggaran Negara dan Daerah (APBN/APBD) 

2. RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan) yaitu anggaran usaha setiap 

BUMN/BUMD serta badan hukum publik. 

 

IV.5 Fungsi dan Karakteristik Anggaran Publik 

Fungsi anggaran publik yaitu sebagai : 

a. Alat Perencanaan 

Anggaran disusun untuk perencanaan segala tindakan yang akan dilakukan oleh 

pemerintah yang berupa biaya yang dibutuhkan serta berapa hasil yang didapatkan 

dari belanja pemerintah. 

b. Alat Pengendalian (Control Tool) 

Anggaran memberikan perencanaan yang detail atas segala pendapatan serta 

pengeluaran pemerintah sehingga setiap pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah akan sulit dalam 

melakukan pengendalian terhadap pemborosan-pemborosan keuangan. 

c. Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 

Anggaran berguna dalam rangka mendorong, menfalisitasi dan mengkoordinasikan 

setiap kegiatan ekonomi masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. 

d. Alat Politik (Political Tool) 

Anggaran merupakan dokumen politik yang berbektuk komitmen eksekutif dan 

kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan masing-masing. 

e. Alat Kordinasi dan Komunikasi 

f. Alat Kordinasi Antar Bagian Dalam Pemerintah. 

g. Alat Motivasi (Motivation Tool) 

Target anggaran yang ditetapkan jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, 

namun jangan terlalu rendah sehingga mudah dicapai. 

h. Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik 

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatn harus 

terlibat dalam proses penganggaran publik. 
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i. Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool) 

Kinerja pelaksanaan anggaran publik (pemerintah) dinilai berdasarksn pencapaian 

terget anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 

Karakteristik anggaran publik : 

1. Dinyatakan dalam kesatuan keuangan dan saatuan non keuangan. 

2. Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun. 

3. Berisi komitmen atau kesanggupan dari manajemen untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

4. Usulan anggaran yang telah dirancang disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih 

tinggi dari si penyusun anggaran. 

5. Perubahaan anggaran yang telah disusun hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. 

Prinsip-prinsip penganggaran publik : 

1. Demokratis : memiliki makna bahwa anggaran baik yang terkait dengan pendapatan 

atau pengeluaran harus ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu proses yang 

melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan 

mendapatkan persejuan legislatif.. 

2. Adil : anggaran negara harus diarahkan secara optimal untuk kepentingan orang 

banyak dan dialokasikan secara proposional ke semua kelompok masyarakat sesuai 

dengan tingkat kebutuhannya. 

3. Transparan : proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 

negara yang wajib diketahui tidak hanya oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat 

umum. 

4. Bermoral tinggi : anggaran yang dikeloka berpegang teguh pada aturan undang-

undang yang berlaku, serta senantiasa menjunjung tinggi etika dan moral. 

5. Berhati-hati : pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, 

karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. 

6. Akuntabel : keuangan organisasi yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan 

baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat. 

 

IV.6 Sistem Penganggaran Publik 

JENIS KARAKTERISTIK KEUNGGULAN KELEMAHAN 

Line Item 

Budgeting 

1. Fokus utama 
tertuju pada segi 
pelaksanaan dan 
pengawasan. 

2. Penekanan hanya 

1. Relatif lebih mudah 
menelusurinya. 

2. Mengamankan 
komitmen diantara 
partisipan sehingga 

1. Fokus pada laporan 
pelaksanaan angaran 
penerimaan dan 
pengeluaran minim. 

2. Mengabaikan 
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dalam segi 
administrasi 

dapat meminimalisir 
konflik. 

pencapaian kinerja 
dan realisasi dari 
penerimanaan dan 
pengeluaran 
anggaran. 

3. Tidak adanya alasan 
yang rasional dari 
penyusun anggaran 
dalam menetapkan 
target penerimaan 
dan pengeluaran. 

Incrementel 

Budgeting 

Anggaran adalah 
lanjutan dari kegiatan 
tahun sebelumnya. 

1. Mengatasi rumitnya 
proses penyusunan 
anggaran. 

2. Tidak perlu 
pengetahuan yang 
terlalu rumit dalam 
memahami program-
program baru. 

3. Dapat mengurangi 
konflik. 
 

Sama seperti sistem 
line item budgeting 

Planning 

Programming 

Budgeting 

System 

Menjabarkan rencana 
jangka panjang 
kedalam program-
program, sub program 
serta berbagai proyek. 

1. Menggambarkan 
tujuan dari organisasi 
secara lebih nyata 
serta membantu 
pimpinan untuk 
membuat keputusan 
menyangkut 
pencapaian tujuan 
usaha. 

2. Menghindari adanya 
pertentangan dan 
overlaping program 
serta mewujudkan 
sinkronasi dan 
integrasi antar aparat 
dalam proses 
perencanaan. 

3. Pengalokasian biaya 
yang lebih efisien dan 
efektif berdasarkan 
analisis biaya serta 
manfaat dalam 
mencapai tujuan. 

1. Proses 
multikompleks serta 
memerlukan banyak 
perhitungan dan 
analisis. 

2. Dibutuhkan 
pengelola yang ahli 
dan memiliki 
kualitas tinggi. 

3. Terlalu kompleks 
baik secara teknik 
maupun secara 
praktis. 

Zero Based 

Budgeting 

Perkiraan kegiatan 
bukan berdasarkan 
pada apa yang terjadi 
di masa lalu. 

1. Munculnya unit 
keputusan yang 
dapat menghasilkan 
berbagai paket 
alternatif. 

2. Anggaran yang 
disusun sebagai alat 

Membutuhkan lebih 
banyak kerta kerja, data 
serta tuntutan terhadap 
penerapan manajemen 
informasi yang cukup 
tinggi. 
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motivasi bagi 
terciptanya anggaran 
organisasi yang 
lebih responsif 
terhadap tingkat 
kebutuhan 
masyarakat dan 
fluktuasi anggaran. 

Performance 

Budgeting 

Penyusunan anggaran 
berdasarkan pada 
pertimbangan beban 
kerja dan unit dari 
setiap kegiatan yang 
terstruktur. 

1. Memungkinkan 
adanya 
pendelegasian 
wewenang pada 
pengambilan 
keputusan. 

2. Memberi 
rangsangsan 
terhadapat 
partisipasi dan 
motivasi dari unit 
kerja melalui proses 
usulan dan penilaian 
anggaran yang 
sifatnya aktual. 

3. Membantu furngsi 
perencanaan dalam 
mempertajam 
pembuatan 
keputusan. 

4. Alokasi dana dapat 
secara optimal 
dimungkinkan 
berdasarkan pada 
efisiensi unit kerja. 

5. Menghindarkan 
pemborosan. 

1. Tidak keseluruh 
kegiatan dapat 
distandarisasikan. 

2. Pengukuran secara 
kuantitatif tidak 
dapat dilakukan 
pada semua kinerja. 

3. Tidak semua dapat 
diketahui secara 
jelas siapa yang 
dapat mengambil 
keputusan dan 
menanggung beban 
keputusan. 

Medium Term 

Budgeting 

Frame Work 

Perkiraan anggaran 
biaya yang 
peyensuaiannya 
berdasarkan sumber 
daya yang tersedia. 

Banyak kesempatan 
yang tidak dapat 
digunakan karena 
pendekatan yang secara 
menyeluruh. Pada 
pendekatan sektoral, 
kebijakan dari 
penggunaan semuber 
daya secara sektoral 
bisa dilakukan pada 
konteks perencanaan, 
alokasi serta sistem 
anggaran secara 
keseluruhan. Sehingga 
pendekatan ini kebih 
bersifat sektoral dan 
memberi keseimbangan 

Kondisi dari suatu 
negara atau organisasi 
menjadi faktor penentu 
pendekatan ini 
dilakukan. Dimana 
penerapan ini akan 
melemah pada saat 
kebijakan fiskal serta 
kondisi sosial politik 
yang tidak stabil. 
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daam pelaksanaan 
setiap kebijakan dan 
sumber daya di level 
sektor dan lintas sektor. 
Jadi setiap peluang 
yang ada bisa 
dimanfaatkan oleh agen 
sektoral terkait.  

 

IV.7 Analisis Dampak Ekonomi Anggaran 

No Kategori Anggaran Dampak Permintaaan Keseluruhan 

1. Penerimaan 
Pendapatan pajak dan non pajak. 

Deflasi akan berdampak pada berkurangnya 
sisi permintaan. 

Hibah. Dampak netral pada saat hibah diperuntukkan 
ke pihak luar negeri. 

2. Pengeluaran :  
a. Pengeluaran langsung, 

berupa barang dan jasa, serta 
pembentukan modal. 

Pengeluaran akan melibatkan klaim sumber 
daya dan bisa meningkatkan permintaan 
secara keseluruhan. 

b. Pembayaran transfer. 
 

Secara umum dapat berdampak pada pendapat 
rumah tangga. 

c. Peminjaman bersih. Ekspansi berdampakpada meningkatnya 
permintaan secara keseluruhan. 

3. Defisit (1-2)  

4. Utang Luar Negeri 
a. Rumah tangga swasta 

Berkurangnya daya beli. 

b. Bank komersial 
 

Tidak akan ada dampak ekspansi. 

c. Bank sentral Ekspansi akan berdampak terhadap sisi 
permintaan. 

Catatan:   Jika terjadi surplus, distribusi akan menjadi permasalahan tambahan. 

 Jika terjadi defisit, proses pembelanjaan menjadi pekerjaan tambahan. 

Ada 6 sumber ketidakpastian yang memiliki pengaruh besar terhadap penentuan volume 

APBN, yaitu: 

1. Harga dari minyak bumi dipasar internasional 

2. Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC 

3. Pertumbuhan ekonomi 

4. Inflasi 

5. Suku bunga 

6. Nilai tukar rupiah terhadap $ AS. 

Komponen APBN 

1. Pendapatan Negara dan Hibah 

a.  Penerimaan Dalam Negeri 
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 Penerimaan Perpajakan 

 Penerimaan Negara bukan Pajak 

b.  Hibah 

2. Belanja Negara 

a.  Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 

 Pengeluaran Rutin 

 Pengeluaran Pembangunan 

b.  Anggaran Belanja untuk Daerah 

 Dana Perimbangan 

 Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbangan 

3. Keseimbangan Primer 

4. Surplus/Defisit Anggaran 

5. Pembiayaan 

a.  Pembiayaan dalam negeri 

b.  Pembiayaan luar negeri 

Sumber pendanaan yang ada dalam partai politik 

1. Keuangan partai politik bersumber dari 

a.  Iuran anggota 

b.  Sumbangan yang sah menurut hukum 

c.  Bantuan dari anggaran negara 

2. Sumbangan yang sah berdasarkan hukum bisa berupa uang, barang, fasilitas, peralatan 

dan/atau jasa. 

3. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam PP dan diberikan secara proporsional 

kepada parta politik yang mendapatkan kursi pada lembaga perwakilan rakyat. 

4. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak 

senilai RP 200.000.000,00 dalam waktu satu tahun. 

5. Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang menurut hukum sah paling 

banya diberikan senilai RP 800.000.000,00 dalam waktu satu tahun. 

Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program 

dan kegiatan. Belanja tidak langsung dirinci menurut jenis, objek, dan rician objek belanja.   

Adapun jenis Belanja Tidak Langsung terdiri atas : 

1. Belanja Pegawai 

a. Gaji dan Tunjangan 

b. Tambahan Penghasilan PNS 

c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD 
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d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 

2. Belanja Bunga 

3. Belanja Subsidi 

4. Belanja Hibah 

5. Belanja Bantuan Keuangan 

6. Belanja Bantuan Sosial 

7. Belanja Tidak Terduga 

Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. 

Sama halnya dengan belanja tidak langsung juga diberi jenis, objek, dan rincian objek belanja. 

Jenis belanja langsung meliputi : 

1. Belanja Pegawai dengan objek belanja meliputi : 

a. Honarium PNS 

b. Honarium Non-PNS 

c. Uang Lembur 

d. Belanja Beasiswa pendidikan PNS 

e. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 

2. Belanja barang dan jasa, dengan objek belanja antara lain : 

a. Belanja bahan pakai habis 

b. Belanja bahan/material 

c. Belanja jasa kantor 

d. Belanja premi asuransi 

e. Belanja perawatan kendaraan bermotor 

f. Belanja cetak dan penggandaan 

g. Belanaja sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir 

h. Belanja sewa sarana mobilitas 

i. Belanja sewa alat berat 

j. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 

k. Belanja makanan dan minuman ‘belanja pakaian dinas dan atribut 

l. Belanja pakaian kerja 

m. Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 

n. Belanja perjalanan dinas 

o. Belanja perjalanan pindah tugas 

p. Belanja pemulungan pegawai 

3. Belanja modal dengan objek belanja antara lain : 

a. Belanja Modal Pengadaan Tanah 
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b. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 

c. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 

d. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat  Tidak Bermotor 

e. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor 

f. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Tidak Bermotor 

g. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Udara 

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 

i. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 

j. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 

k. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 

l. Belanja Modal Pengadaan Komputer 

m. Belanja Modal Pengadaan Mebel 

n. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 

o. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 

p. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 

q. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 

r. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 

s. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 

t. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 

u. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 

v. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 

w. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 

x. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Kota, dan Hutan Kota 

y. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 

z. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 

aa. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 

bb. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 

cc. Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman 

dd. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 

 Klarifikasi menurut GFS (General Financial Statistic), pedoman internasional 

berkenaan dengan metodologi statistik yang sudah dikelaurkan Internasional Monetary Fund 

(IMF) yang manjadi dasar sistematikan anggaran di berbagai negara. 

1. Pendapatan (Revenue) 

Revenue merupakan kenaikan dari kekayaan bersih karena adanya transaksi. Bagi 

pemerintah, umumnya terdapat 4 sumber pendapatan utama, yaitu pajak dan kewajiban yang 
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dipaksa oleh pemerintah, properti income yang timbul dari kepemilikan aset, penjualan 

barang dan jasa serta sumbangan sukarela yang diterima dari unit lain. Penapatan dicatat 

dengan menggunakan accrual base. 

Dalam manual GFS, Pendapatan diklarifikasikan menjadi beberapa jenis sebagai 

berikut : 

a. Pajak 

Mayoritas unit pemerintahan, pajak mempunyai nilai yang dominan terhadap 

pendapatan dikarenakan pajak merupakan transfer wajib (compulsory transfer) dalam 

pemerintahan yang salah satu bentuknya yaitu denda (fines penalties) 

Aspek cakupan, waktu dan penilaian pada sistem GFS dan SNA 1993 umumnya 

sama, namun pengkalasifikasiannya yang berbeda. SNA 1993 mempunyai syarat-

syarat tertentu dalam mengumpulkan pajak yakni berasal dari produksi dan impor, 

pajak pendapatan, kekayaan serta pajak modal (capital taxes). Sedangkan pendekatan 

pada sistem GFS mengklaisifikasi pajak berdasarkan sumbernya, yaitu : 

1) Pajak untuk income, profit, dan capital gain 

2) Pajak untuk payroll dan workforce 

3) Pajak untuk properti 

4) Pajak untung barang dan jasa 

5) Pajak untuk transaksi dan perdagangan internasional 

6) Other taxes 

b. Social Contribution 

Kontribusi yang diberikan dilakukan karena merupakan kewajiban ataupun dilakukan 

secara sukarela. Social contribution diklarifikasikan sebagai social security 

contribution atau other social contribution tergantung dari tipe skema yang diterima 

mereka. Cakupan sosial contribution dalam sistem GFS lebih terbatas daripada dalam 

SNA 1993. 

c. Hibah (grants) 

Hibah yaitu penerimaan yang berasal dari unit pemerintah lain atau organisasi 

internasioanal diluar penerimaan wajib. Grants diklasifikasi sebagai capital atau 

current yang diterima dalam bentuk barang ataupun jasa. Grants dari pemerintahan 

nasional akan dieliminasi ketika terjadi konsolidasi sehingga yang terlihat hanya yang 

berasal dari organisasi internasional. 

d. Pendapatan Lain-lain 

1) Property income 
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Property income akan diterima pemerintah pada saat aset keuangan dan/atau aset 

lainnya telah dialokasikan ke unit-unit lain yang terkait. 

2) Sales Of Good And Services 

3) Denda, Penalti dan Forfeits 

Denda dan penalti merupakan transfer yang diwajibkan oleh hukum pengadilan 

atau yang secara hukum atas suatu pelanggaran hukum atau dikarenakan aturan 

administratif, yang dicatat ketikan unit pemerintah mempunyai klaim yang sah 

terhadap dana tersebut atau mungkin pada saat pengadilan sudah memberikan 

keputusan atau pada saat terjadi keterlambatan pembayaran dan pelanggaran lain 

yang berakibat adanya denda atau penalti. Sedangkan forfeits sendiri merupakan 

denda terhadap transaksi yang tertunda yang timbul karena permasalahan 

birokrasi atau administrasi. 

4) Transfer Sukarela Selain Hibah 

Termasuk dalam hal ini yaitu hadian atau donasi yang secara sukarela diberikan 

oleh individu atau unit non-profit swasta, yayasan non pemerintah, perusahaan, 

serta sumber lainnya selain pemerintah dan organisasi internasional. 

5) Miscellaneous And Unidentified  Revenue 

Termasuk didalamnya yaitu semua pendapatan yang tidak sesuai dengan semua 

kategori diatas. Misalnya, barang yang tidak masuk klasifikasi aset, penjualan 

barang sisa (scrap), non-life insurance claims against insurance corporation, 

pembayaran yang berasal dari properti pemerintah yang telah rusak selain 

pembayaran karena proses hukum, dan pendapatan dimana tidak memiliki cukup 

informasi yang tersedia untuk memungkinkan, dimasukkan dalam klasifikasi yang 

ada. 

 

2. Beban (expense) 

Expense merupakan penurunan dari kekayaan bersih yang terjadi akibat adanya 

transaksi. Terdapat 2 transaksi yang masuk kedalam golongan beban, yaitu: 

a. Refunds, yang berasal dari penutupan kelebihan dari pembayaran dan ketika terjadinya 

kesalahan (error). 

b. Biaya yang timbul akibat adanya proses produksi atas barang atau jasa yang dicatat 

sebagai beban, walau harga barang atau jasa yang terjual melebihi dari biaya produksi 

sehingga dapat berdampak pada peningkatan kekayaan bersih. 

Transaksi akuisisi aset non keuangan yang dibeli atas transaksi karena terjadinya 

pertukaran dan tidak mempengaruhi kekayaan tidak tergolong kedama beban/expense, yang 
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dicatat sesuai dengan akrual basis. Secara konsep, pembelian dari barang yang tidak segera 

digunakan akan berdampak pada penambahan persediaan dan bukan menambah biaya. Ketika 

barang dikonsumsi/digunakan dalam proses produksi, maka transaksi tersebut harus dicatat 

untuk mengurangi jumlah persediaan yang penambahan beban berdasarkan penggunaan 

barang tersebut. 

Dalam manual GPS, expense diklasifikasikan menjadi kategori berikut : 

a. Compensation Of Employee 

Kompensasi pegawai adalah keseluruhan dari renumasi dalam bentuk kas atau brang 

utang pada pegawai pemerintah yang merupakan bentuk penghasilan untuk setiap 

pekerjaan yang dilakukan selama periode akuntansi. Termasuk juga didalamnya gaji, 

upah dan kontribusi sosial. Kompensasi pegawai ini diukur dengan melihat nilai 

renumasi dalam bentuk uang atau barang yang menjadi hak pegawai yang diterima 

dari si pemebri kerja selama pekerjaan tersebut berjalan di periode yang relevan, baik 

itu yang dibayar di depan (advance), secara keseluruhan maupun tunggakan. 

b. Use Of Good And Service 

Yang termasuk dalam kategori ini yaitu berupa barang dan jasa yang digunakan dalam 

produksi dalam pasar maupun barang dan jasa yang tidak masuk kedalam pasar, 

ditambah dengan barang yang dibeli untuk dijual kembali dikurangi perubahan bersih 

persediaan yang sedaang dibuat, barang jadi, dan barang yang sudah siap dijual. 

c. Consumption Of Fixed Capital 

Terdapat penurunan dari konsumsi aset tetap selama periode akuntansi dengan nilai 

aset tetap yang dimiliki atau digunakan oleh unit pemerintah yang diakibatkan oleh 

kerusakan fisik, secara normal/alami menjadi usang atau rusak karena kecelakaan 

normal. Penurunan tersebut akan dinilai dalam average prices dalam periode tersebut. 

Depresiasi tersebut harus dicatat oleh pemerintah. 

d. Subsidies 

Subsidi adalah pembayaran dari pemerintah kepada enterprise tanpa timbal balik 

berdasarkan pada tingkat aktivitas produksi, kuantitas atau nilai barang dan jasa yang 

diproduksi. Subsidid dilakukan dalam rangka untuk mempengaruhi tingkat produksi 

serta harga atas ouput yang dijual atau direnumasi untuk enterprise. Subsidi hanya 

menjadi utang bagi produsen dan bukan untuk konsumen akhir, serta hanya sebagai 

current transfer  bukan capital transfer. Pemerintah akan memberikan langsung para 

household yang dibutuhkan untuk konsumen dan kebanyak diberikan kepada intintusi 

non profit yang salah satunya berbentuk bantuan sosial. 

e. Hibah (grants) 
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Grants adalah pemberian yang bersifat tidak wajib yang dilakukan oleh suatu unit 

pemerintahan pada unit pemerintahan lainnya atau dari organisasi internasional dalam 

bentuk capital current. Terdapat 3 macam penerima grants, yaitu : grants untuk 

negara saing, grants untuk organisasi internasional, dan grants untuk unit 

pemerintahan lain. 

f. Bantuan Sosial (Social Benefit) 

Bantuan sosial yaitu pemberian uang ataupun barang untuk melindungi suatu 

kelompok atau segmen tertentu dari permasalahan resiko sosial (social risk). Resiko 

sosial (social risk) merupakan suatu kejadi atau kondisi yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat. 

g. Other Expense 

Otherr expense terdiri dari beberapa kategori, yaitu: 

1) Property expense other than interest 

2) Miscellaneous other expense. 

Yang termasuk kategori ini adalah transfer yang dilakukan untuk tujuan berbeda dan 

semua transaksi expense yang tidak masuk dalam semua klasifikasi yang sudah 

disebutkan. Bebrapa tipe transfer yang termasuk ke dalam kategori Miscellaneous 

other expense yaitu current transfer yang diberikan untuk institusi non profit dalam 

melayani household, nex tax credit, fines, dan penalties yang dipaksa oleh hukum di 

pengadilan atau pembayaran kompensasi atas kerusakan serta korban akibat bencana 

alam, pembayaran kompensasi untuk korban kerusakan properti yang diakibatkan oleh 

ulah unit general goverment selain pembayaran klaim bukan asuransi jiwa, beasiswa 

dan educational benefit lainnya, pembelian barang dan jasa dari pasar yang 

didistribusikan secara langsung pada household untuk final consumption selain social 

benefit dan sebagainya. 

 

Latihan Kasus. 

1. Pemerintah daerah merupakan non profit oriented, tetapi lebih kepada cost 

effectiveness, efficiency dan economis (Value of money). 

a. Pilihlah salah satu kasus pada BUMD  (misalnya: PDAM di DKI Jakata), 

b. Pelajari struktur biaya pada perusahaan tersebut, 

c. Saudara lakukan analisis biaya, yg meliputi alokasi macam-macam biaya, dan 

penilaian investasinya. 

2. Coba saudara lakukan analisis implementasi ZBB dan  PPBS pada negara-negara maju 

dan negara-negara berkembang  (misal  :  AS, Jepang, Inggris dengan Indonesia atau 
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Malaysia). Kemudian simpulkan, apakah ZBB dan PPBS dapat diimplementasikan di 

Indonesia Sekarang ini ? Jelaskan dan uraikan singkat. 
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BAB V 

REALISASI ANGGARAN PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan siklus realisasi anggaran sektor publik 

2) Mahasiswa juga dapat menjelakan proses pelaksanaan dari anggaran publik. 

 

Setelah penganggaran selesai, maka saatnya anggaran direalisasikan. Menurut (Indra 

Bastian, 2010) realisasi anggaran publik adalah proses pelaksanaan segala yang sudah 

direncanakan dan dianggarakan oleh organisasi publik. 

Proses realisasi anggaran yaitu kualitas. Inilah senjata dalam menghadapi persaingan 

yaitu menghasilakn kualitas produk dan jasa secara efisien.  

 Prinsip utama kualitas : 

1. Mengembangkan produk/jasa berkualitas tinggi dengan cara mengurangi biaya. 

2. TQC (Total Quality Control) merupakan tanggung jawab yang mestinya dibagi kepada 

seluruh orang dalam organisasi, kesalahan atau kerusakan yang terjadi hari ditemukan 

dan dikoreksi dari sumbernya. 

3. Pengelolaan kualitas yang baik haruslah melalui perencanaan, pengendalian, dan 

perbaikan kualitas. 

4. Untuk mencapai kualitas yang baik harus dimulai dengan pimpinan penuh organisasi 

dengan asumsi organisasi harus mempunyai rencana strategis yang pasti. “kemana 

akan dilaksanakan dan bagaimana mencapainya ?”. 

 

V.1 Realisasi Anggaran Publik 

Realisasi anggaran dapat dilihat dari perspektif  yang berbeda. 

1. Realisasi anggaran sebagai fungsi, penetapan masing-masing fungsi ke dalam 

departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas 

tertentu, yang terkait satu sama lain. 

2. Realisasi anggaran sebagai penunjang karir, promosi kenaikan jabatan cenderung 

diberikan kepada manajer yang telah berhasil menemukan solusi atas tantangan yang 

dihadapi agar terwujudnya realisasi anggaran yang berkualitas. 

3. Realisasi anggaran sebagai perangkat keputusan, setiap fungsi dalam organisasi 

memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan realisasi 
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anggaran. Contohnya ; fungsi produksi, mengambil keputusan apakah kita membuat 

sendiri atau memesan.  

 

V.2 Siklus Realisasi Anggaran Publik 

Kegiatan Umum Tahapan dalam Siklus Realisasi Anggaran 

Persiapan Proses Pelaksanaan Penyelesaian 

Pencairan 
anggaran 
(pengeluaran) 

Membuat prosedur 
dan formulir. 

Belanja barang, jasa, 
dan modal. 

Pengumpulan bukti 
untuk pencatatan. 

Membuat anggaran 
kas. 

Tata prosedur 
pencatatan barang dan 
modal. 

Pelaporan aktivitas 
jasa. 

Realisasi 
pendapatan  

Menghitung potensi Penagihan dan 
pengumpulan 
pendapatan. 

Rekapitulasi realisasi 
pendapatan. 

Membuat regulasi 
untuk prosedur dan 
formulir. 

Pengenaan sanksi dan 
intensif. 

Pelaksanaan 
program 

Membentuk tim Pelaksanaan 
pekerjaan 

Penyelesaian produk. 

Membuat tata aturan 
dan pembagian beban 
kerja. 

Pembuatan laporan. 

 

V.3 Teknik Realisasi Anggaran Publik 

Item Persiapan Proses Pelaksanaan Penyelesaian 

Peramalan  Studi kelayakan Proses peramalan 
permintaan dengan 
teknik time series 
analysis, metode kausal, 
teknik kualitatif. 

Rekomendasi 
penerimaan nilai 
proyek. 

Manajemen 
bahan  
 

Seleksi pembelian Pelaksanaan dan 
pengendalian produksi. 

Distribusi hasil 

Sistem 
persediaan 

Penentuan sistem 
persediaan. 

Pelaksanaan sistem 
persediaan seleksi item, 
pencatatan, dan 
penyediaan peralatan 
pendukung. 

Pelaksanaan sistem 
review 
berkelanjutan, 
periodik, hybrid. 

Sistem produksi  Perencanaan produksi  Pelaksanaan 
perencanan produksi 
yang diterima. 

Hasil produk. 

Perencanaan 
SDM 

Perencanaan SDM Pelaksanaan 
perencanaan SDM yang 
diterima. 

Penyelesaian 
penempatan SDM 
sesuai rencana. 

Penjadwalan  Pengembangan skedul Pelaksanaan skedul Memastikan 
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induk produksi  induk produksi. pelaksanaan sesuai 
dengan skedul induk 
produksi. 

Pengendalian  Perencanaan dan 
pengendalian kualitas 

Pelaksanaan rencana 
aksi pengendalian 
kualitas. 

Memastikan 
pelaksanaan rencana 
aksi pengendalian 
kualitas. 

Keuangan  Perencanaan investasi 
 

Pelaksaanaan investasi Penyelesaian 
investasi 
 

Pemasaran 
produk/ jasa 

Survey pasar dan 
perencanaan pasar 

Penyiapan produk/ jasa 
siap dipasarkan 
 

Penyelesaian 
produk/ jasa dan 
pengangkutan 

Pelayanan jasa Perencanaan 
pelayanan 

Pelaksanaan pelayanan 
 

Memastikan 
permintaaan 
pelayanan terpenuhi 

Kualitas Perencanaan kualitas Pengendalian batas 
kualitas 

Memastikan kualitas 
sesuai dengan 
permintaan. 

 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan tahapan persiapan dalam siklus realisasi anggaran publik. 

2. Buatlah contoh siklus realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB VI 

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan 

publik. 

2) Mahasiswa juga dapat menjelakan sistim dan siklus pengadaan barang dan jasa publik. 

 

VI.1 Penentuan Harga Pelayanan Publik 

Penentuan harga pelayanan publik pada dasarnya dibagi kepada: 

1. Pajak 

Jika pelayanan publik berasal dari pajak, maka setiap wajib pajak diharuskan 

membayar tanpa memperdulikan apakah pelayanan tersebut dinikmati secara langsung 

atau tidak. 

2. Dibebankan langsung ke masyarakat sebagai konsumen sehingga disini yang 

membayar hanya mereka yang menggunakan jasa pelayanan publik tersebut. 

Sedangkan bagi yang tidak menggunakan tidak harus untuk membayar. 

 

VI.2 Pelayanan Publik yang Dapat Dijual 

1. Penyediaan air besih 

2. Transportasi publik 

3. Jasa pos dan telekomunikasi 

4. Energi dan listrik 

5. Perumahan rakyat 

6. Fasilitas rekreasi/pariwisata 

7. Pendidikan 

8. Jalan tol 

9. Irigasi 

10. Jasa pemadam kebakaran 

11. Pelayanan kesehatan 

12. Pengolahan sampah/limbah. 
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Pembebanan tarif pelayanan publik terhadap konsumen dapat dibenarkan disebabkan 

oleh beberapa alasan, yaitu: 

1. Adanya Barang Privat vs Barang Publik 

a. Barang Privat : semua barang yang yang merupakan kebutuhan masyarakat yang 

dimanfaatkan atau dinikmati hanya secara individual oleh pembelinya. 

Contoh : makanan, listrik, dan telepon. 

b. Barang publik: barang yang dibutuhkan masyarakat yang dimanfaatkan atau 

dinikmti oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. 

Contoh : jasa politisi dan pertahanan nasional. 

c. Campuran antara barang privat dan barang publik: barang yang dikonsumsi secara 

individual tapi juga dibutuhkan masyarakat umum (merit gord). 

Contoh: pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan transportasi publik. 

Catatan : semua orang membutuhkan barang-barang ini tapi tidak semua orang 

mendapatkannya. 

2. Efisien Ekonomi  

Pada saat setiap individu bebas dalam menentukan banyaknya barang/jasa yang 

ingin mereka konsumsi, mekanisme dari harga memiliki peran yang penting 

dalam mengalokasikan sumber dayanya melalui: 

a. Pendistribusian permintaan : siapa yang mendapat manfaat lebih banyak, maka ia 

yang harus membayar lebih banyak. 

b. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. 

c. Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. 

d. Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan 

persediaan jasa. 

3. Prinsip Keuntungan  

Pembebanan tarif hanya dilaksanakan pada mereka yang mendapatkan keuntungan 

dari pelayanan tersebut. 

Pembebanan secara langsung (direct charging) biasanya ditentukan karena beberapa 

alasan, yaitu: 

1. Jasa yang merupakan barang publik ataupun privat yang mungkit tidak dapat diberikan 

kepada setiap orang, sehingga dalam hal ini akan tidak adil apabila biayanya 

dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak sedangkan mereka tidak 

menggunakan atau menikmati jasa tersebut. 

2. Pelayanan yang membutuhkan sumber daya yang mahal ataupun langka sehingga 

harus adanya penghematan atau pendisiplinan dalam pengkonsumsian secara publik. 
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3. Adanya variasi konsumsi individual yang berkenaan dengan pilihan daripada 

kebutuhan. Contohnya penggunaan fasilitas rekreasi. 

4. Jasa yang mungkin digunakan untuk operasi secara komersial yang dapat 

menguntungkan atau memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun secara 

industrial. Contohnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. 

5. Pembebanan bisa digunakan untuk mengetahui arah serta skala permintaan publik 

untuk atas jasa jika jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tepat. 

 

VI.3 Penetapan Harga Pelayanan : Berapa Harga yang Harus Dibebankan 

Aturan yang umumnya dipakai yaitu beban (charge) dihitung sebesar total biaya yang 

disediakan untuk pelayanan tersebut (full cost recovery). Marginal cost princing adalah tarif 

yang dipungut sama dengan biaya untuk pelayanan konsumen tambahan. Kebaikan : Mengacu 

pada harga pasar yang paling efisien.sehingga akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan 

penggunaan sumber daya terbaik. Kelemahan : tidak memperhitungkan pure historical capital 

cost ( tidak terkait sama sekali dengan penggunaan jasa). Contoh : Jembatan penyebrangan. 

 

VI.4 Teori Barang dan Jasa 

Pengadaan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai perolehan barang/jasa dari 

pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu yang bisa menghasilkan nilai terbaik bagi 

pemerintah dan masyarakat. Contoh : sistem persenjataan, bahan mentah untuk industri 

pabrik-pabrik, sandang-pangan dan pelayanan penjagaan. 

Tujuan pengadaan barang dan jasa publik yaitu sebagai berikut: 

1. Dari sisi ekonomi, bagaimana cara mendapatkan barang/jasa dengan spesifikasi dasar, 

waktu serta harga terendah.. 

2. Dari sisi substitusi impor, mendukung laju pertumbuhan industri lokal dan membatasi 

pembelian barang/jasa dari perusahaan asing. 

3. Dari sisi pengembangan persaingan, memberi peluang yang sama bagi para pemasok 

yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. 

4. Dari sisi dimensi penataan, pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa menjadi 

konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen control 

menjadi lebih baik, adil, dan transparan. 

5. Dari sisi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, memastikan bahwa 

pengadaan barang dan jasa mampu memberikan pelayanan yang dapat menjangkau 

seluruh masyarakat. 
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6. Dari sisi perlindungan lingkungan, kebijakan pengadaan barang dan jasa publik harus 

mampu memberikan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah dengan membuat 

proses daur ulang. 

Permasalahan korupsi yang serius bisa muncul karena : 

1. Meluluskan untuk memenuhi standar kualitas, kuantitas atau standar kinerja kontrak. 

2. Membayar konstruksi yang buruk, atau setuju menghasilkan barang/jasa yang tidak 

dapat diterima, atau mengabulkan klaim fiktif akibat kerugian pengangkutan, atau 

kesalahan pengambilan bahan dalam proses konstruksi. 

3. Mengizinkan lowballing (menerima tawaran yang randah dan kemudian memalsukan 

harga). 

4. Menunda pembayaran untuk memeras uang suap. 

5. Tempat pembelian komoditas dalam kondisi darurat. 

6. Mempengaruhi seorang pengambil keputusan demi memperoleh kontark bagi 

konstituennya. 

 

VI.5 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

 Unsur utama dari pengadaan barang dan jasa publik yaitu: 

1. Manual Kualitas 

Tujuannya untuk mendokumentasikan kebijakan kualitas yang dirincikan oleh bagian 

pengadaan pada sektor publik, terkait dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi yang menyediakan barang dan jasa . 

2. Standar Prosedur Pelaksanaan (Standar Operation Procedures = SOP) 

Terdiri dari langkah-langkah gambaran kegiatan, pencatatan yang disetujui, dan 

format pelaporan yang terlampir (detail seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan). 

3. Perubahan Kebijakan Pengawasan (Change Control Polivy)  

Terdiri dari perubahan data dan informasi prakulifikasi pengadaan barang dan jasa. 

4. Kode Pelaksanaan (Code of Conduct) = Aturan Pelaksanaan  

Mendeskripsikan kebijakan dari organisasi pengadaan barang dan jasa yang berkenaan 

dengan pelaksanaan staf dalam mematuhi kegiatannya. 

5. Petunjuk Mengenai Konflik Kepentingan ( Guidelines on Conflict of Interest)  

Memuat dokumen petunjuk tentang pendahuluan, tujuan, definisi, prinsip, 

pertanggungjawaban, kerahasiaan, dan ketidakberpihakan (netralitas) yang wajib 

dipatuhi oleh seluruh personel. 

6. Daftar Prakualifikasi Produk dan Organisasi Pemasok Barang dan Jasa ( List of 

Prequalified Products an Manufactures). 
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Daftar tersebut berisi informasi mengenai: 

a. Nama dari organisasi pelaksana pengadaan barang dan jasa 

b. Tanda tangan pejabat yang berwenang. 

c. Nomor referensi dan versi daftar. 

d. Tanggal persiapan daftar 

e. Nama dan alamat organisasi pemasok barang dan jasa, termasuk organisasi yang 

telah disetujui terkait masing-masing produk. 

f. Alamat lengkap termasuk alamat pos, telepon, nomor fax, dan alamat email 

pengusaha serta pemasok barang dan jasa. 

g. Produk lengkap, termasuk nama jenis, bentuk barang, kekuatan barang, dan 

ukurannya. 

h. Tanggal prakualifikasi  

i. Tanggal berakhirnya prakualifikasi 

j. Tanggal validitas daftar 

7. Penyelenggaraan Catatan (Maintenance of Records) 

Catatan ini berisi informasi produk, informasi pemasok barang dan jasa , serta laporan 

inspeksi barang dan jasa. 

Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Publik, terdiri dari : 

1. Penetapan Peraturan Pelaksanaan Anggaran 

2. Distribusi Anggaran ke Masing-Masing Organisai/Unit 

3. Pembuatan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa 

4. Penentuan Program yang Membutuhkan Pengadaan Barang dan Jasa 

5. Analisis Anggaran Pengadaan 

6. Pengumuman Pengadaan 

7. Proses Tendering 

8. Pengumuman Hasil Pengadaan 

9. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK)  

10. Pengerjaan Pengadaan 

11. Serah Terima Barang dan Jasa 

12. Proses Kepemilikan serta Penggunaan Barang dan Jasa 

NO NAMA SPESIFIKASI BUAH HARGA 
(RP) 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
     

MESIN 
KETIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESIN 
STENSIL 
 
 
 
 
MESIN 
FAXIMIL
E 
 
 
MESIN 
FOTOCO
PY 

A. BROTHER 1900 DLX 9 INCH 
B. BROTHER 1900 DLX 13 INCH 
C. OLIVETY LINEA 18 INCH 
D. OLIVETY LINEA 27 INCH 
E. OLIVETY LINEA 10 INCH 
F. OLIVETY LINEA 15 INCH 
G. OLYMPIC MEDIUM POTBLE 13 INCH 
H. OLYMPIC MEDIUM POTBLE 10 INCH 
I. OLYMPIC MEDIUM POTBLE SGN 18 

INCH 
DUPILATOR LISTRIK/TANGAN FOLIO 

- GESTENER 4150/TYPE 1045 
(TERMASUK EKSTERO) 

- GESTENER TYPE 4130 (TERMASUK 
1 INCREEN DAN 1 STEEL BAND) 
 

MERK PANASONIC TYPE KX-FP342CX 
CASIO 12 DIGIT 

- S-2 TANPA STRUK 
- DR-1520 PAKAI STRUK 
- NO-J TANPA STRUK 

SELEK 
GR.1400.FA 
GR.1650.A.3 
GR.2010.A.3 
GR.3200.A.3 

BUAH 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
 
BUAH 
 
 
BUAH 
 
BUAH 
 
 
 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
 
BUAH 
BUAH 
BUAH 
BUAH 

770.000 
1.100.000 
2.835.600 
4.048.000 
1.335.550 
2.530.000 
1.650.000 
990.000 
 
2.220.000 
 
 
13.970.000 
 
14.671.000 
 
 
 
256.218 
994.895 
184.690 
 
26.400.000 
35.750.000 
43.010.000 
57.750.000 

 

 

Latihan Soal. 

1. Perusahaan milik pemerintah disatu sisi memiliki tuntutan untuk lebih efisien dan 

profesional, namun disisi lain juga mendapatkan tekana dari publik agar pemerintah 

dapat memberikan pelayanan yang murah dan berkualitas. Berdasarkan fenomena 

tersebut, diskusikanlah strategi yang dapat dilakukan dalam menentukan harga produk 

untuk pelayanan tertentu supaya memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan.  

2. Jelaskan teknik akuntansi dalam menentukan harga pelayanan publik. 

3. Diskusikan biaya apa saja yang relevan sebagi pertimbangan dalam menentukan harga 

pelayanan publik. 
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BAB VII 

PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan sistim pelaporan keuangan sektor publik 

2) Mahasiswa juga dapat menjelaskan teknil untuk pelaporan keuangan sektor publik. 

 

VII.1 Teori Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

Terdapat 2 jeni pelaporan, yaitu: 

1. Pelaporan kinerja 

Menggambarkan kewajiban dalam mempresentasikan dan melaporkan kinerja 

keseluruhan aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. 

2. Pelaporan keuangan 

Refleksi dari posisi keuangan dan transaksi yang sudah dilakukan oleh organisasi 

sektor publik dalam periode tertentu. 

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik yaitu memberikan gambaran mengenai 

posisi keuangan serta kinerja dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna (wide range users) untuk membuat dan melakukan evaluasi terhadap keputusan 

tentang alokasi sumber daya yang digunakan oleh entitas dalam kegiatannya untuk mencapai 

suatu tujuan.  

Pelaporan sektor publik memiliki berbagai persyaratan yaitu: 

1. Pelaporan keuangan organisasi sektor publik harus menyajikan laporan atau informasi 

yang berguna bagi pemakai dalam menikai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 

secara ekonomi, sosial maupun politik. Caranya adalah melalui penyediaan informasi 

tentang kecukupan dari penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran. 

2. Penyediaan informasi berkenaan dengan kesuaian cara dalam mendapatkan sumber 

daya ekonomi dan alokasi berdasarkan anggaran yang ditetapkan serta peraturan 

perundang-undangan. 

3. Panyajian informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai. 

4. Pemasok informasi tentang bagaimana entitas pelaporan dalam membiayai seluruh 

aktivitas dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
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5. Tersedianya informasi berkenaan dengan posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan yang berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik yang jaka pendek 

maupun jangka panjang. Termasuk didalamnya yang berasal pemungutan pajak atau 

pinjaman. 

6. Penyajian informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai 

akibat dari aktivitas yang dilakukan pada periode pelaporan. 

7. Pengembangan sistem dan standar akuntansi di organisasi sektor publik berdasarkan 

sistem pencatatan double entry dengan basis akrual. Sistem akuntansi di beberapa 

organisasi sektor publik masih memakai sistem pencatatan single entry berbasisi kas. 

Hal ini mengakibatkan laporan itu belum menghasilkan suatu bentuk laporan 

keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas dana secara akurat serta 

wajar. Laporan arus kas pun tidak tersedia secara sistematis. 

Jenis laporan keuangan sektor publik : 

1. Laporan posisi keuangan 

2. Laporan kinerja keuangan 

3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netro 

4. Laporan arus kas 

5. Kebijkan akuntansi serta catatan atas laporan keuangan. 

 

VII.2 Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri atas: 

1. Dasar Kas (Cash Base) 

 Sistem cash base hanya mengakui arus kas keluar yang akun keuangannya akan 

dirangkum pada buku kas. Laporan keuangan tidak akan tercipta tanpa adanya data 

tentang aktiva dan kewajiban. Data yang tersedia hanya perimbangan kas, dimana 

penjualan akan dicatat saat kas diterima sehingga tidak ada akun piutang. Sedangkan 

pembelian akan dicatat saya kas dibayar sehingga tidak ada akun utang. Tidak adanya 

penyesuaian saham dikarenakan akun tidak memperhatikan pencatatan. Karena yang 

diperhatikan hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk pembelian (sehingga tidak ada 

gambaran tentang penutupan saham/ closing stoke figure). Kesimpulan: pengeluaran 

dicatat sebagai biaya pada saaat kas keluar. 

2. Dasar Akrual (Acrual Base) 

 Penerimaan atau biaya yang bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan 

bukan sebagi uang yang diterima atau dibayar) dalam jumlah yang sama satu sama 
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lain, dapat dipertahankan dan dianggap benar serta berkaitan dengan rekening 

laba/rugi selama periode berjalan. 

 Kesimpulan: biaya dicatat pada saat beban belum dikeluarkan. 

3. Akuntansi Dana 

Akuntansi dana ialah salah satu alternatif dari sistem akuntansi sektor publik yang 

perkembangannya berasal dari cash base dan prosedur dari pengendalian anggaran. 

 

VII.3 Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

Terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu : 

1. Tahapan pencatatan, yang tediri dari: 

a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalama  bentuk bukti transaksi dan 

bukti pencatatan. 

b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian dan jurnal. 

c. Memindahbukukan dari jurnal berdasarkan dari kelompok atau jenisnya kedalam 

akun buku besar. 

2. Tahapan pengikhtisaran, terdiri dari : 

a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar  

b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian 

c. Penyusunan kertas kerja atau nerca lajur 

d. Pembuatan ayat jurnal penutup 

e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan 

f. Pembuatan ayat jurnal pembalik 

3. Tahapan pelaporan, terdiri dari : 

a. Membuat jurnal eliminasi 

b. Membuat kertas kerja 

c. Membuat laporan keuangan  konsilidasi 

 

Latihan Soal. 

1. Analisis laporan keuangan pemerintah kota Surabaya. 

2. Aalisis laporan arus kas pemerintah kota Medan. 
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BAB VIII 

AUDIT SEKTOR PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan audit keuangan sektor publik 

2) Mahasiswa juga dapat menjelaskan sistim unsur dan sistim keuangan audit sektor 

publik. 

 

VIII.1 Definisi Audit Sektor Publik 

Audit sektor publik merupakan suatu proses yang sistematis dan secara objektif yang 

terkait dengan evaluasi dari bukti-bukti berkenaan dengan asersi mengenai kegiatan atau 

kejadi ekonomi yang berguna untuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi 

dengan kriteria yang ada ada dan mengkomunikasikan hasil yang telah diperoleh kepada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Bastian, 2010). Tujuan audit sektor publik adalah 

memeriksa organisasi sektor publik secara profesional oleh pihak independen apakah 

organisasi sektor publik telah menepati janjinya selama pemilu dan mendukung upaya 

keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat akan undang-undang  

yang berlaku. 

Objek pemeriksaan keuangan organisasi sektor publik: 

1. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah/kemeterian/lembaga. 

2. Laporan keuangan Bank Indonesia. 

3. Laporan keuangan BUMN. 

4. Laporan keuangan BUMD. 

5. Laporan keuangan Badan Lain yang diwajibkan sesuai dengan Undang-undang. 

Catatan tahun 2006 (Anwar Nasution) mengaudit 362 Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD), hasilnya: 

1. 3 LKPD- opininya WTP – Pontianak, Sambas, Surabaya 

2. 282 LKPD opininya WDP 

3. 58 LKPD-disclaimer 

4. 19 LKPD-tidak wajar 

5. 105 laporan KPD belum diperiksa karena terlambat, hal ini bertentangan dengan 

pasal 27 UU No 15 tahun 2004, yang isinya seluruh LKPD harus diperiksa dalam 

semester 1 tahn 2007. 
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Sasaran pemeriksaan : 

1. Uang dari pusat ke daerah apakah sudah sesuai alokasinya ? 

2. Tepat waktu, apakah dana yang turun tidak lagi mengendap di kas daerah atau 

lembaga lain ? 

3. Apakah dana tersebut sampai ke rekening yang benar milik pemerintah daerah. 

Standar pemeriksaan LKPD adalah SKPN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). 

 

Jenis-jenis audit: audit keuangan, audit kinerja, audit untuk tujuan tertentu. 

Jenis-jenis Audit Sektor Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VIII.2 Unsur Keuangan Sektor Publik 

 Segmen dari laporan keuangan, dokumen permintaan anggaran dan perbedaan antara 

realisasi kinerja keuangan yang diperkirakan. 

1. Pengendalian internal atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlalu. 

2. Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas 

pengamanan aktiva. 

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan 

kecurangan. 

 

 

Jenis 

audit 

sektor 

publik 

Hanya sebatas 

audit keuangan 

dan audit 

kepatuhan 

Audit investasi 

Value for money audit 

(VFM audit) audit 

kinerja Audit efisien (manajemen audit) 

Audit efektivitas (program audit) 

Conventional Audit 

Audit kontrak 

Audit bantuan 

Audit ekonomi 

Aundit kinerja 
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VIII.3 Sistem Audit Keuangan Sektor Publik 

Jenis 

pemeriksaan 
Apa yang diperiksa Materi Pemeriksaan 

Tujuan 

Pemeriksaan 

Siklus 
pendapatan 

1. Pendapatan 
daerah/organisasi 

2. Dana 
perimbangan 

3. Pendapatan lain-
lain yang sah 

1. Kesalahan 
pembukaan 

2. Kesalahan penyajian 
3. Kesalahan 

penjumlahan/pengura
ngan 

Mengungkapkan ada 
tidaknya salah saji 
yang material 

Pemeriksaan 
siklus belanja 

1. Belanja aparat/ 
pegawai/SDM 

2. Belanja 
pelayanan 
publik 

1. Belanja ADM umum 
2. Belanja operasi & 

pemeliharaan 
3. Belanja modal/ 

pembangunan 

Bukti asersi 
transaksi dan saldo 
siklus belanja 

Pemeriksaan 
aktiva tetap 

Aset  
1. Pengumuman 
2. Penjualan 
3. pembelian 

Bukti asersi 
transaksi dan saldo 
aktiva tetap 

Pemeriksaan 
jasa personalia 

Pengajian  
1. Insentif lembur 
2. Gaji 
3. Tunjangan lainnya 

Bukti asersi 
transaksi dan saldo 
siklus personalia 

Pemeriksaan  
Siklus investasi 
(pembiayaan) 

Investasi  
1. Jangka pendek 
2. Jangka panjang 

Bukti asersi 
transaksi dan saldo 
aktiva investasi 

Pemeriksaan 
siklus saldo kas 

Saldo kas 

1. Kas ditangan 
2. Kas yang disimpan 

entitas 
3. Kas di bank 
4. Kas yang disisihkan/ 

kas kecil 

Bukti asersi 
transaksi dan saldo 
kas 

 

 

Latihan Soal. 

1. Carilah hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias dan 

kabupaten Simalungun tahun 2016. 

2. Analisislah hasil audit tersebut. 
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BAB IX 

PERTANGGUNGIAWABAN PUBLIK 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan proses pertanggungjawaban publik. 

2) Mahasiswa juga dapat menjelakan teknik penyampaian proses pertanggungjawaban 

publik. 

 

IX.1 Definisi Pertanggungjawaban Publik 

Menurut Bastian (2010), pertanggungiawaban publik merupakan pertanggungjawaban 

untuk segala tindakan dan keputusan dari pada pemimpin atau pengelola dari organisasi 

sektor publik kepada para stakeholders. 

 

IX.2 Sistim Pertanggungjawaban Publik 

1. Presidensial, sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih 

melalui pemilihan umum dan secara terpisah dengan kekuasaan legislatif 

Ciri-cirinya: 

a. Dikepalai oleh seorang Presiden 

b. Kekuasanan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat 

c. Presiden mempunyai hak preogratif untuk mengangkat atau memberhentikan 

menteri-menteri 

d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif presiden 

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislative 

2. Parlementer 

Sistem pemerintahan yang dimana parlemennya memiliki peran penting di 

pemerintahan, dan memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan juga 

dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak 

percaya. 

3. Komunis 

Komunis merupakan istilah yang digunakan ilmuwan politik dalam mendeskripsikan 

bentuk pemerintahan yang negaranya berada dibawah sistem satu partai politik dan 

mendeklarasikan kesetiannya pada Marxisme-Leninisme, Maoisme. Negara komunis 
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yang masih bertahan hingga kini yaitu Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, 

Laos, dan Vietnam 

4. Demokrasi Liberal 

Bentuk pemerintahan yang semua keputusan yang dibuat berlandaskan undang-undang 

yang tunduk pada perlembagaan yang liberal. Lembagaan ini melindungi hak-hak dan 

kebebasan rakyat dengan membat kekuasaan pihak mayoritas untuk mengatasi 

kekuasaan minoritas 

5. Liberal 

Falsafah yang meletakkan kebebasan individu scbagai nilai politik tertinggi. Sistem 

liberal menekankan pada hak-hak pribadi dan kesamarataan peluang. Dalam pemikiran 

liberalisme, berbagai aliran dengan nama "liberal" mungkin memiliki dasar dan 

pandangan yang berbeda, tetapi secara umum aliran-aliran tersebut memiliki 

kesepakatan terhadap prinsip-prinsip kesamarataan peluang, termasuk didalanya 

kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, tunduk pada kekuasaan kerajaan, 

kedaulatan undang-undang, hak individu atas harta pribadi, pasar bebas, serta keluasan 

sistem pertahanan 

6. Kapitalisme 

Sistem ini menekankan pada peran modal atau kapital dimana segala jenis 

kekayaannya termasuk barang-barang yang digunakan dalam proses pembuatan 

barang lainnya. 

 

IX.3 Siklus Pertanggungjawaban Publik 

Terdiri dari: 

1. Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi 

2. Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban 

3. Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi 

4. Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik 

5. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik 

6. Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif/parlemen 

7. Pemaparan/pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh 

kepala/pimpinan organisasi di hadapan lembaga legislatif/parlemen 

8. Pembahasan laporan pertanggungjawaban lembaga legislatif parlemen 

9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi 

10. Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh organisasi 
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IX.4  Teknik Penyampaian Pelaporan Pertanggungjawaban Publik  

1. Presentasi Presentasi kepala daerah kepada DPRD tentang hasil-hasil yang dicapai 

dalam bidang pemerintahan dan bidang pengelolaan keuangan selama periode berjalan  

2. Publikasi  

Publikasi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dapat 

dilakukan melalui televisi, media cetak dan radio 

3. Pengiriman Surat 

Surat ini berisi tentang laporan pertanggungjawaban dari pihak pelaksana atas program 

atau kegiatan yang dimanatkan oleh pihak pemberi amanat atau tanggungjawab. 

 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan teknik penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik selain presentasi, 

publikasi, dan pengiriman surat. 

2. Jelaskan mekanisme proses pertanggungjawaban publik di Indonesia. 
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BAB X 

AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan sistim akuntansi pemerintahan indonesia. 

2) Mahasiswa juga dapat menjelaskan sistim akuntansi pendapatan dan belanja 

pusat/daerah. 

 

Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan yang 

signifikan jak dikeluarkannya UU No.17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan dikuti 

oleh PP No. 24 tahun 2004 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan serta turunan peraturan 

lain yang terkait. Secara umum, terdapat dua bagian besar sistem akuntansi pemerintahan di 

Indonesia, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah. 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan serangkaian prosedur baik 

yang secara manual atau komputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, perncatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan opesasi keuangan dari 

pemerintah pusat. 

Ruang lingkup SAPP meliputi pemerintah pusat yang terdiri dari lembaga tinggi negara dan 

lembaga eksekutif serta pemerintah daerah yang mendapatkan dana dari APBN (berkaitan 

dengan dana dekosentrasi dan dana tugas bantuan). Oleh sebab itu, SAPP tidak bisa 

diterapkan pada lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan APBD, lembaga keuangan 

negara serta BUMN/BUMD. 

Pelaksanaan SAPP berkaitan erat dengan pihak-pihak pengelola keuangan negara yang 

digambarkan kedalam bagan berikut ini. 
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PIHAK-PIHAK PENGELOLA KEUANGAN NEGARA 

 

Berikut tujuan SAAP 

1. Penjagaan aset (safeguarding asset). agar aset pemerintah dapat terjaga melalui 

erangxaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten 

dan sesuai standar  

2. Memberikan informasi yang relevan (relevance), akurat dan tepat waktu mengenai 

anggaran serta kegiatan keuangan pemerintah pusat baik yang secara rasional maupun 

intansi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja, untuk menetukan 

ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas 

3. Memberikan informasi yang bisa dipercaya (reliability) mengenai posisi keuangan 

instansi dan pemerintah pusat sacara menyeluruh.  

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengolahan dan 

pengendalian setiap kegiatan serta keuangan pemerintah secara efisien (feedback & 

predictability)  

SAAP dilaksanakan oleh menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil 

pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara secara terpisah. SAPP terdiri dari Sistem 

Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) SA-

BUN ialaha sistem yang memproses data transaksi utang pemerintah, investasi pemerintah, 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum negara serta akuntansi umum. 

Sedangkan SAI memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lain yang 

dilaksanakan oleh kementerian negara lembaga.. 
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SAPP DAN SUBSISTEM-SUBSISTEMNYA 

 

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)  

Sistem Akuntansi Pusat ini merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan 

Laporan Keuangan Bendara Umum Negara (LK-BUN) yang didalamnya terdiri atas Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Posisi 

Pencerusan Pinjaman, Dan Laporan Investasi Pemerintah. 

SA-BUN terdiri atas: 

1. Sistem Akuntansi Pusat (Si-AP) 

2. Sistem Akuntasi Utang Pemerintah Dan Hibah (SA-UP&H)  

3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IA)  

4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (Sa-PP)  

5. Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah (Sa-TD)  

6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan Dan Pembiayaan (SA-BAPP)  

7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)  

8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)  

 

Sistem Akuntansi Pusat (Si-AP)  

Sistem Akuntansi Pusat (Si-AP) terdiri atas Sistem Akuntasi Kas Umum negara 

(SAKUN) yang menghasilkan LAK dan Neraca KUN dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) 

yang menghasilkan L.RA dan neraca SAU. Mekanisme Si-AP dimulai dari  Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN) 

yang memproses data transaksi dari penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari 

SIMAK-

BAN  SIAP 

SAU SA-

KUN 

 DJKN  SAAP 

SAI  SA-BUN 

 SAUP&H  SA-IP  SA-PP  SA-TD  SA-BL  SA-BSBL 
 SAK 
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rekening Kas Umum Negara (KUN). Khususnya data transaksi pengeluar yang bersumber 

dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang langsung membebani rekening Pinjaman Luar Negeri 

(PLN) yang langsung membebani rekening khusus akan diproses oleh KPPN khusus, yang 

termasuk didalamnya yaitu penerimaan dan pengeluaran non-anggaran yang melalui rekening 

KPPN. Selanjutnya KPPN akan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

tingkat kuasa BUN-KPPN. Laporan ini terdiri dari LAK, Neraca KUN, LRA, dan neraca 

Sistim Akuntansi Umum (SAU) di wilayah kerjanya. LRA, Neraca, SAU tersebut, serta data 

transaksi merupakan bahan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya.  

Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke Kanwil Direktorat Jenderal 

Pembendaharaan dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap bulan. Kanwil Direktorat 

Jenderal Pembendaharaan selaku Unit Kordinator Kuasa BUN (UAKKBUN) memproses data 

gabungan seluruh KPPN di wilayahnya, kemudian menyusun LKPP (Neraca KUN dan LRA) 

tingkat wilayahnya. LRA yang disusun oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan 

merupakan bahan rekonsiliasi dengan unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran- 

Wilayah (UAPPA-W) di wilayahnya. Laporan keuangan yang dihasilkan berikut dengan data 

transaksinya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Direktorat Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan setiap harinya.  

Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN- pusat memproses data transaksi 

penerimaan dan pengeluaran BUN, termasuk didalamnya penerimaan dan pengeluaran non 

angaran yang melalui rekening KUN, melalui kantor pusat Direktorat ini menyusun LKKP 

tingkat BUN-Pusat dan mengirimkannya ke kantor pusat Direktorat Jendral Pembendaharaan, 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan selaku UAKBUN/pelaksana SiAP menyusun laporan keuangan BUN berupa 

Laporan Arus Kas  (LAK) sebagai bahan penyusun LKPP. Laporan keuangan BUN yang 

dimaksud disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan KPPN dan BUN-Pusat, Laporan 

SiAP, SA-UP&H, SA-IP, SA-PP, SA-BL, dan SA-BPP.  

Direktorat Jendral Pembendaharaan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara 

Umum Negara (UAPBUN) yang melaksanakan SiAP menyusun laporan keuangan yang 

teridir dari LAK, Neraca KUN dan LRA yang merupakan hasil dari gabungan laporan 

keuangan seluruh kantor wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan. LRA yang dihasilkan 

merupakan bahan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran- Eselon 

1 (UAPPA-EI) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Berdasarkan hasil 

rekonsiliasi dengan UAPA yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi, Direktorat Jendral 

Perbendaharaan berwenang melakukan perbaikan data LRA sebelum revisi LRA diterima 

UAPA. 
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Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP&H) 

 Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP&H) ini menghasilkan laporan 

Realisasi Penerimaan Hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan dan pengeluaran dari 

pembiayaan serta neraca. 

 SAUP&H dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Utang selaku Unit 

Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN). Transaksi pengelolaan ini terdiri dari: 

1. Pembayaran utang bunga baik dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Pembayaran cicilan utang laur negeri 

3. Pembayaran cicilan utang dalam negeri 

4. Penerimaan utang yang berasal dari dalam negeri 

5. Penerimaan utang yang berasal dari luar negeri 

6. Penerimaan hibah 

 Sumber dokumen pengelolaan utang ini berasal dari dokumen anggaran, pengeluaran, 

penerimaan dan dokumen lain yang dipersamakan untuk pengelolaan utang. Dalam 

pemrosesan dokumen sumber ini, akan menimbulkan pengeluaran pembiayaan dan penurunan 

nilai utang. 

 

Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) 

Sistem ini menghasilkan neraca serta LRA yang dilakukan oleh unit yang menjalankan 

fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Unit 

Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) akan memproses data transasik 

investasi permanen yang merupakan bahan untuk penyusunan laporan investasi. Selanjutnya 

laporan tersebut akan dikirimkan ke Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).  

 

Sistem Anggaran Penerusan Pinjaman (SA-PP) 

 Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) menghasilkan LRA dan neraca yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan. 

Direktorat penelolaan penerusah pinjaman selaku UAPBUN akan meproses data transaksi 

penerusan pinjama yang merupakan bahan untuk penyusunan Laporan Penerusan Pinjaman. 

Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) 

dan dana bergulir. Laporan Penerusan Pinjaman yang dihasilkan dikirim ke UAPBUN. 
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Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) 

Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) menghasilkan LRA dan neraca yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Transaksi ini terdiri dari: 

a. Belanja Dana Perimbangan 

b. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN memproses data transaksi 

dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lainnya yang 

dipersamakan untuk transfer ke PEMDA yang berupa Belanja Dana Perimbangan dan Belanja 

Otonomi Khusus serta penyesuaian. Dengan data transaksi tersebut, Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan memiliki bahan penyusunan Laporan Transfer ke Daerah yang 

kemudian dikirim ke UAPBUN. 

 

Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) 

Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) menghasilkan LRA dan neraca atas 

transaksi badan lainnya yang dilaksanakan oleh unit-unit di sektor 1 di lingkup Departemen 

Keuangan. Unit-unit eselon 1 diberi wewenang oleh mentri keuangan selaku UAPBUN untuk 

memproses data transaksi dari badan lainnya sehingga menghasilkan laporan berupa neraca 

LRA dan Neraca atas transaksi badan lainnya yang kemudian diberikan kepada UAPBUN. 

  

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan rangkaian prosedur manual dan 

komputerisasi yang dimulai pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pada kementerian negara. SAI wajib 

dilaksanakan oleh setiap kementrian negara/lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan. 

Untuk melaksanakan SAI, setiap kementrian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi 

yang terdiri atas : 

1. Unit Akuntansi Penggunaan Anggaran/Barang (UAPA/B) 

2. Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran/Barang-Eselon 1 (UAPPA/B-E1) 

3. Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) 

4. Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang (UAKPA/B) 

SAI terdiri atas subsistem berikut : 

1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK): sub-sistem dari SAI yang merupakan penghasil 

informasi mengenai laporan realisasi anggara, neraca, dan catatan atas laoran 

keuangan milik kementrian/instansi. 
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2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN): sub-sistem SAI yang 

rangkaian prosedurnya saling terkait dalam pengelolaan dokumen sumber untuk 

menghasilkan informasi dalam rangka menyusun neraca dan laporan Barang Milik 

Negara serta laporan manajerial lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

3. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP): sub-

sistem dari SAI yang prosedurnya manual atau komputerisasi yang dimulai dari 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan dari posisi 

keuangan serta operasi keuangan untuk segala transaksi keuangan pusat pada 

kementrian negara/lembaga dan mentri keuangan sebagai pengguna anggaran. 

 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan sub-sistem dari SAI. Dalam rangka 

melaksanakan SAK, setiap kementrian negara/lembaga membentuk unit akuntansi sebagai 

beriikut:  

1. UAPA 

2. UAPPA-E1 

3. UAPPA-W, dan  

4. UAKPA 

Kewajiban dari setiap UAKPA untuk memproses semua dokumen sumber untuk 

mengahsilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan 

satuan kerja. Dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut ditetapkan dalam Lampiran 

Peraturan Keuangan Menteri Keuagan (PMK) Nomor 17/PMK.05/2007 mengenai Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, setiap UAKPA juga wajib 

melakukan penyampaian LRA dan neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan 

kepada KPPN serta melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Selain kepada KPPN, 

UAKPA juga menyampaikan LRA dan neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-

W/UAPPA-E1. Laporan keuangan semester dan tahunan yang disampaikan harus disertai 

dengan Catatan atas Laporan Keuangan.                                                                                                                  

UAPPA-W akan menggabungkan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di 

wiliayah kerjanya, termasuk LRA Pembiayaan dan dan Perhitungan yang digunakan oleh 

Kementerian Negara/Lembaga serta menyusun lapiran keuangan tingkat UAPPA-W 

berdasarkan hasil penggabungan tersebut. UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan 

tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan di 

wilayah masing-masing setiap bulan. Sementara itu, UAPPA-E1 melakukan proses 

penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya, termasuk 
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laporan keuangan UAPPA-W dekonsentrasi dan tugas pembantuan, laporan keuangan 

UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran 

Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh kementrian negara/lembaga. 

UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada 

Direktorat Jendral Perbendaharaan setiap triwulan dan melakukan rekonsiliasi atas Laporan 

Keuangan tersebut dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan c.q.Direktorat Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan setiap semester. Hasil rekonsiliasinya dituangkan dalam Berita Acara 

Rekonsiliasi. UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1, 

termasuk laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan 

Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh kementrian 

negara/lembaga kemudian menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil 

penggabungan tersebut. Selain itu, UAPA juga melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan 

dengan Direktorat Jendral Pembendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan setiap semester dan menuangkannya dalam berita acara rekonsiliasi. Untuk 

menjaga kesinambungan dari penyusunan dan keandalan laporan keuangan, maka secara 

berjenjang setiap UAI yang berwenang akan melakukan pembinaan dan montoring 

penyusunan laporan keuangan diwilayah dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal 

Pembendaharaan. 

 

Sistem Akuntansi Barang Negara (SIMAK-BMN) 

Sistem Akuntansi Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan subsistem dari SAI. 

Dalam rangka melaksanakan SIMAK-BMN, setiap kementrian negara/lembaga membentuk 

akuntansi barang berikut: 

1. UAPB 

2. UAPPB-E1 

3. UAPPB-W dan, 

4. UAKPB  

UAKPB melakukan proses akuntansi atas dokumen sumber barang milik negara untuk 

menghasilkan Daftar Barang Kuasa Penggunaan (DBKP), Laporan Barang Kuasa 

Penggunaan Sementara (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Penggunaan Tahunan (LBKPT), 

Jurnal Transaksi BMN, dan daftar laporan manajerial lainnya, termasuk yang dananya 

bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Dalam rangka mayakini keandalan 

nilai BMN dalam neraca dengan laporan BMN, UAPKB juga melakukan rekonsiliasi internal 
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dengan UAKPA. Rekonsiliasi juga dilakukan dengan UAKPB dengan laporan BMN dan 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester. 

UAPPB-W menyusun Daftar Baarang Pembantu Penggunaan Wilayah (DBPP-W), 

Laporan Barang Pembantu Penggunaan Wilayah Sementara (LBPP-WS), Laporan Barang 

Pembantu Penggunaan-Wilayah Tahunan (LBPP-WT), serta daftar atau laporan manajerial 

lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil gabungan dari laporan MBN dengan kantor wilayah 

DJKN setiap semester. Untuk meyakinkan keqandalan BMN serta laporan keuangan tingkat 

wilayah, UAPPB-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W. 

Pada level atasnya, UAPPB-E1 membuat penyusunan Daftar Barang Pembantu 

Pembangunan Eselon 1 (DBPP-E1), menyusun Daftar Barang Pembantu Penggunaan Eselon 

1 semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu Penggunaan Eselon 1 Tahunan (LBPP-

E1T), serta daftar atau laporan manajerial lainnya tingkat eselon 1 dari hasil penggabungan 

laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAPPB-E1 dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan serta UAKPB yang langsung berada dibawahnya. UAPPB-E1 dapat 

melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan Direktorat Jendral Kekayaan Negara setiap 

semester. Selain itu, dalam rangka meyakinkan keandalan laporan BMN dan Laporan 

Keuangan tingkat Eselon 1, UAPPB-E1 juga melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-

E1. Di tingkat paling atas, UAPB menyusun Daftar Penggunaan Barang (DPB), Laporan 

Barang Penggunaan Semester (LPBS), Laporan Barang Penggunaan Tahunan (LBPT), dan 

daftar/laporan manajerial lainnya tingkat kementrian/lembaga berdasarkan hasil 

penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya. 

UAPB melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan DJKN tiap semesternya. Dalam 

rekonsiliasi laporan BMN tersebut, DJKN menerima serta memproses laporan BMN yang 

diterima dari seluruh kantor wilayah DJKN setiap semester atau setiap tahun. Untuk 

membuktikan keandalan laporan BMN dan laporan keuangan, APB melakukan rekonsiliasi 

internal dengan UAPA. 

 

Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP) 

SA-BPP didalamnya meliputimeliputi sistem untuk transaksi keuangan yang dilakukan 

oleh BUN yang merupakan kewajiban pemerintah atas suatu kegiatan dan tidak dilakukan 

pada kementrian negara/lembaga. Transaksi keuangan BAPP ini terdirir atas: 

1. Belanja Subsidi 

2. Belanja Transfer Lainnya 



Akuntansi Sektor Publik 

56 

 

3. Belanja Lain-lain 

4. Belanja Kepala Pemerintah Daerah 

a. Belanja Dana Perimbangan  

b. Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian 

5. Pengelolaan Utang 

a. Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri 

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 

c. Pembayaran Cicilan Utang Pokok Dalam Negeri 

d. Penerimaan Pembiayaan 

e. Penerimaan Hibah 

6. Belanja Penerusan Pinjaman 

7. Belanja Penyertaan Modal Negara 

8. Belanja Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah 

9. Belanja Penerusan Hibah 

10. Transaksi Khusus 

a. Pengeluaran Kerja Sama Internasional 

b. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional 

c. Pengeluaran Koreksi dan Pengembalian 

d. Pembayaran Jasa Pembendaharaan 

e. Pembayaran PFK 

f. Pendapatan Jasa Pembendaharaan dan Perbankan 

Hal itu berarti BAPP dan kementrian negara/lembaga dan pihak lain yang 

menggunakan anggaran yang sumbernya berasal dari BAPP berupa Belanja Lain-lain serta 

Belanjar Transfer Lainnya wajib melaksanakn SAI untuk menghasilkan Laporan Keuangan 

dengan membentuk UAKPA. Setiap UAKPA BAPP wajib melakukan proses terhadap 

dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Kerja, dimana laporan tersebut nantinya wajib 

disampaikan oleh UAKPA kepada KPPN setiap bulan. 

Selanutnya UAPPA-E1 menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BAPP yang 

digunakan oleh kementrian negara/lembaga. Berdasarkan penggabungan tersebut, UAPPA-E1 

menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 dan menyampaikannya kepada Direktorat 

Jendral Pembendaharaan setiap triwulan. Kemudian UAPA manggabungakan laporan 

keuangan UAPPA-E1 Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh 

kementrian negara/lembaga dan menyusun laporan keuangan tingkat UAPA serta 
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GL 

SAI 

menyampaikannya pada Direktorat Jendral Anggaran setiap triwulan. 

 

  

   

  

                            

 

 

 

 

 

 

PROSES AKUNTANSI SAPP 

 

Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah Sistim  

Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan serangkaian prosedur yang dimulai 

dari proses pengumpulan data, proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan untuk mempertanggunjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 

manual atau komputerisasi. SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi 

pengeluaran kas, akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan akuntansi selain kas. Seperti 

halnya SAPP, SAPD juga terdiri dari dua sub-sistem sebagai berikut. 

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)  

Sistem ini dilaksanakan PPKD yang bertugas mencatat transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja 

bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah, bantuan keuangan, belanja bagi hasil, belanja 

tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka 

panjang. (sistem akuntansi pemda = PPKD)  

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

3. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  

GL 

SAPP 

 

                 

SA-BUN 

SA-BUN 

TRANSAKSI 

ASET 

ANGGARAN TRANSAKSI 

REALISASI 

TRANSAKSI 

PIUTANG 

TRANSAKSI 

PERSEDIAAN 

TRANSAKSI 

BLU 

TRANSAKSI 

LAINNYA 

SIMAK-BMN SAK 

 

GL  

LK 

K/L 

LK 
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BPK 

LKPP 

RIKA-K/L 

DIPA 

BUDGET 

(APBN) 

ASET  

(SIMAK-BMN) 

DJKN 

SI-AP SAUP SA-IP SA-PP SA-TD SA-BSBL SA-BL SA-TK 

SAKUN SAU TRANSAKSI REALISASI, ANGGARAN, DAN NON ANGGARAN 
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Sistem akuntansi ini dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD, 

dimana setiap transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja wajib dicatat serta 

dilaporkan oleh PPK SKPD. 

Dalam konstruksi keuangan negara, ada dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja 

Perangkat Dacrah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah (SKPKD). Dalam 

pelaksanaan anggaran, Transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu : 

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan SKPKD sebagai satuan kerja  

2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah 

Dengan demikian, SKPKD akan menjalankan sisitem akuntansi SKPDD dan sistem 

akuntansi pemda (PPKD). 

 Pendapatan Belanja Pembiayaan 

 

Satuan 

Kerja 

Pendapatan Pajak Belanja Pegawai - 

Pendapatan Retribusi Belanja Barang dan Jasa 

Lain-lain Pendapatan 
yang Sah 

Belanja Modal 

 

 

Pemda 

Dana Perimbang Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial, Bagi Hasil, 
Bantuan Keuangan, Belanja 
Tidak Terduga 

Penerimaan Biaya 

Lain-lain Pendapatan 
yang Sah 

 Pengeluaran 
Biaya 

 

Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SKPD) 

Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja adalah entitas akuntansi yang wajib 

mencata setiap transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang kegiatan akuntansi 

meliputi pencatatan untuk pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses pencatatan tersebut 

dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dokumennya bersumber dari 

bendahara. Secara berkala, PPK akan memposting di buku besar dan secara periode 

melakukan penyusunan Neraca Saldo sebagai dasar Laporan Keuangan yang terdiri dari LRA, 

Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan.  

 

Akuntansi Pendapatan SKPD  

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan 

memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. PP menjelaskan bahwa 

pendapatan merupakan segala jenis penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

dapat menambah ekuitas dana lancar pada tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi haj 

pemerintah tanpa perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara itu, Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa pendapatn merupakan hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambaha nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan ini 

diselenggarakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan cara melakukan pembukuan terhadap 

penerimaan bruto dan tidak mencata jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilaksanakan hanya untuk menacata Pendapatan 

Asli Daerah (APD) yang dalam wewenang SKPD.  

 

Akuntansi Belanja SKPD  

Belanja merupakan keseluruhan pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar selama tahun periode bersangkutan dan 

tidak medandaparkan pembayaran kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri 

No 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dapat 

dijelaskan sebagai kewajiban dari PEMDA yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih. Akuntansi Belanjaa pada Satker ini meliputi akuntasi belanja UP.GU, TU dan 

akuntansi belanja LS. UP atau uang persediaan yaitu uang muka yang sifatnya dapat diisi 

kembali (revolving) Setiap SKPD biasanya akan mendapatkan UP diawal tahun anggaran dari 

Bendahara Umum Daerah. 

Belanja yang diselenggarakan oleh SKPD yang menggunakan uang persediaan ini 

akan dicatat pada buku Jurnal Khusus Belanja denga cara mendebet Belanja dan mengkredit 

Kas di Bendahara Pengeluaran secara periodik, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD 

akan membuat SP Pengeluaran serta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU 

(Ganti Uang), yaitu penggantian uang persediaan (reimbursment). Jurnal penerimaan uang 

dan belanja GU sama dengan jurnal pada UP. Tambahan Uang (TU) merupakan tambahan 

dari uang persediaan dalam rangka melaksanakan aktivitas pada SKPD yang sifatnya 

mendesak dan tidak mampu tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan dan 

pelaksanaan TU sama dengan jurnal pada UP dan GU.  

Dana untuk beberapa jenis belanjak yang dilakukan oleh SKPD akan mengalir sacara 

langsung dari Rekening Kas Daerah ke pihak ketiga atau pihak lain yang sudah ditetapkan. 

Jenis belanja ini disebut dengan Belanja Langsung (LS). Belanja LS merupakan belanja LS 

Gaji dan Tunjangan serta belanja LS Barang dan jada, dengan perlakuan akuntansi untuk 

belanja LS yaitu PKK SKPD yang mencatat belanjanya dan PPKD mencata pengeluaran kas. 

 

Akuntansi Aset SKPD  

Prosedur dalam Akuntansi Aset SKPD termasuk didalamnya yaitu pencatatan dan 

pelaporan akuntansi ata perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi serta 

http://up.gu/
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penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh SKPD. Secara garis besar, 

transaksi-transaksi tersebut digolongkan kedalam dua kelompok besar transaksi yaitu : 

1. Penambahan Nilai Aset Tetap 

Penambahan ini berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, bantuan 

hibah, donasi, revaluasi aset dari kegiatan sensus barang, dan lain sebagainya. 

2. Pengurangan Nilai Aset Tetap 

Pengurangan ini terjadi karena adanya pelepasan/penghapusan barang daerah, 

depresiasi/penyusutan, dan transfer dari aset tetap pada SKPD lainnya. 

Mekanisme akuntansi aset pada SKPD bermula dari dibuatnya bukti memorial oleh 

PPK dengan dokumen sumber berupa bukti transaksi yang antara lain BA penerimaan barang, 

BA serah terima barang, BA penghapusan barang dan BA penyelesaian pekerjaan. Bukti 

memorial ini menjadi dasar dalam penjurnalan aset tetap, baik sebagai penambah atau sebagai 

pengurang.  

 

Akuntansi Selain Kas SKPD  

Prosedur akuntansi selain kas SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan pengiktisaran, sampai pelaporan keuangan yan berkaitan dengan semua transaksi 

atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. Berikut prosedur akuntansi selain kas pada SKPD  

1. Koreksi kesalahan pencatatan  

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat 

jurnal dan telah diposting ke buku besar yang dilakukan oleh PPK SKPD. Untuk 

memudahkan pemahaman, berikut akan diberikan ilustrasi kasus kesalahan nencatatan 

dan jurnal koreksi yang harus dibuat  

2. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas 

Pengakuan aset, hutang dan terhadap ekuitas merupakan pengakuan perolehan 

perubahan nilai pelepasan aset, hutang dan ekuitas yang terjadi di SKPD Perolehan 

aset yang tidak melalui belanja modal, penghapusan aset barang daerah serta revaluasi 

aset sebagai hasil sensus barang daerah merupakan beberapa contoh yang relevan. 

3. Jurnal depresiasi  

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat 

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Jurnal penyusutan aset 

tetap ini dibuat diakhir tahun. 

4. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepay  
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Jurnal tersebut yaitu jurnal yang dicatat karena traksasi yang telah dilakukan SKPD, 

namun pengeluaran kas belum terjadi (accrual) atau adanya transaksi pegeluaran kas 

di masa yang akan datang (prepayment)  

 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  

Laporan keuangan adalah laporan sifatnya terstruktur yang berkenaan dengan posisi 

keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum 

dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi 

anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang pengalokasian sumber daya. Sedangkan 

secara spesifik, tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang 

dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas dari 

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh setiap SKPD Selanjutnya, laporan 

keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah 

Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan yang harus dibuat SKPD adalah : 

1. Laporan Realisasi Anggaran  

2. Neraca   

3. Catatan atas Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu semester 

pertama dan semester kedua Laporan keuangan semester kedua berisi data dan informasi 

keuangan semester I dan II Proses pembuatan Laporan Keuangan SKPD secara manual pada 

dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan pada akuntansi komersil. 

Pembuatan laporan keuangan tersebut dimulai dari memposting jurnal, yang kemudian 

dipindahkan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, 

penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan, sampai dengan membuat LRA dan neraca. 

Proses tersebut bisa terbantu dengan penggunaan kertas kerja (worksheet). 

Teknisnya, PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca 

saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakan di kolom “ Neraca Saldo” pada Worksheet 

SKPD. Kemudian, PPK membuat jurnal penyesuaian. Jurnal dibuat dengan tujuan melakukan 

penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang 

bersifat akrual. Jurnal penyesuian tersebut diletakan pada kolom "penyesuaian" yang terdapat 

dalam kertas kerja. Jurnal penyesuaian yang dapat diperlukan antara lain digunakan untuk : 

1. Koreksi kesalahan/pemindahan buku  

2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan(accrual dan prepayment)  
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3. Pencatatan piutang, persediaan, dan /atau aset lainnya pada akhir tahun  

Selanjutnya, PPK melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal 

penyesuaian yang telah dibuat sehelummnya Nilai vang telah disesuaikan diletakkan pada 

kolom"Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja. Berdasarkan 

Neraca Saldo yang telah disesuikan, PPK mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen LRA dan memindahkanmnya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran " yang 

terdapat pada kertas kerja. Begitu juga akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca 

akan dipindahkan ke kolom "Neraca" yang terdapat pada kertas kerja. Dari kertas kerja yang 

telah diisi, PPK dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca dan Laporan 

Realisasi Anggaran. Berikut contoh kertas kerja SKPD. 

 

Sistem Akuntansi Pemda/PPKD  

Akuntansi PPKD merupakan suatu entitas akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi 

akuntansi di SKPD yang bertugas melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh SKPD dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah. SKPD yaitu satuan kerja 

yang memiliki tugas khusus dalam mengelola keuangan daerah yang biasanya dikelolas oleh 

suatu entitas tersendiri yang berupa  Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD)  

Sistem akuntansi PPKD ini meliputi  

1. Akuntansi Pendapatan PPKD  

2. Akuntansi Belanja PPKD  

3. Akuntansi Pembiayaan  

4. Akuntansi Aset ( investasi Jangka Panjang)  

5. Akuntansi Hutang  

6. Akuntansi Selain Kas  

 

 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan sistim akuntansi pada Pemerintah Kota Medan. 

2. Jelaskan sistim akuntansi pada Pemerintah Provinsi DKI. 
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GLOSSARIUM 

 

Accrual Accounting : Sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan 

saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. 

Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun 

peruntukan/pemanfaatan outputnya. 

Anggaran : Sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan 

suatu program. 

Bank Komersial : Jenis bank yang menyediakan jasa seperti menerima deposito dan 

memberikan pinjaman usaha & produk-produk investasi dasar. 

Bank Sentral : Suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau 

nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan 

istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. 

Barang Privat : Barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. 

Barang Publik : Barang yang pengunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak 

baik secara berkelompok maupun secara umum. 

Belanja Langsung : Kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

Belanja Tidak Langsung : Kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki 

hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Bendahara Umum Negara : Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara 

umum negara. 

Cash Accounting : Proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat 

menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. 

Defisit : Berkurangnya kas dalam keuangan. 

Demokratis :  Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara 

dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 

Expense : Pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak 

pada laporan laba/rugi. 

Full Cost Recovery : Penyesuaikan harga barang/jasa sehingga semua biaya tetap dan 

variabel produk terpenuhi 
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Govermental Accounting Standar Boards (GASB) : Organisasi nirlaba independen yang 

bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk 

perusahaan dan organisasi nirlaba di Amerika Serikat. 

Hibah : Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika 

masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup 

juga. 

Incremental Budgeting : Sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi 

selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang 

akan datang 

Jurnal Eliminasi : Jurnal dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi (menghilangkan) saldo 

semua rekening timbal balik antara Pemda dan dinas. 

Laporan Keuangan Konsolidasi : Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil 

operasi untuk induk perusahaan (entitas pengendali) dan satu atau lebih anak perusahaan 

(entitas yang dikendalikan) seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu 

entitas atau perusahaan satu perusahaan. 

Lembaga Swadaya Masyarakat : Sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun 

sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.  

Line Item Budgeting : Salah satu metode penganggaran sektor publik atau lebih dikenal 

dengan sistem penganggaran tradisional. 

Medium Term Budgeting Framework : Suatu kerangka startegis kebijakan pemerintah 

tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen.. 

Mekanisme : Pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam 

suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-

fungsi sesuai dengan tujuan. 

Pajak : Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, 

dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung 

Pelaporan kinerja : Refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja 

semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.  

Perbendaharaan Negara : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk 

investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

Performance Budgeting : Penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, 

yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang 

ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. 

Planning Programming Budgeting System : Teknik penganggaran yang didasarkan pada 

teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah 

alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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Proses Tendering : Proses yang penuh persaingan sehingga amatlah penting untuk 

mencantumkan penawaran yang kompetitif di dalam proposal yang di ajukan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) : Pedoman dalam melakukan praktek 

akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan 

dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan 

kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

Revenue : Pernyataan yang berhubungan dengan uang atau keuangan dari keseluruhan hasil 

usaha pokok produk atau jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode. 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) : Proses penyusunan Proyeksi Laporan 

Keuangan dan beban biaya yang mungkin timbul akibat proses kegiatan fungsional di bidang 

produksi, pemasaran, administrasi keuangan, dan bidang lainnya yang terkait untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Saldo Kas :  Uang simpanan berupa tunai yang tersisa hasil dari debit dan kredit. 

Sistim Akuntansi Barang Negara : Subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang 

bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit 

akuntansi barang 

Sistim Akuntansi Kas Umum Negara :  Subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan 

Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN). 

Sistim Akuntansi Utang dan Hibah : Serangkaian prosedur manual maupun  yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta 

pelaporan posisi operasi utang  pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

serta  penerimaan hibah. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah, 

kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Social Contribution : Bentuk campur tangan atau keikutsertaan masyarakat baik dalam 

bentuk tenaga, fikiran dan kepedulian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan 

pihak tertentu. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) : Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang 

dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-

rendahnya. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) : Modifikasi berbagai pernyataan standar 

teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publikdi Indonesia.  

Surplus :  Jumlah yang biasanya melebihi hasil pada umumnya, atau sisa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik
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Survey : Pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. 

Total Quality Control 

Zero  Base Budgeting : Sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan 

pada apa yang telah dilakukan di masa lalu 
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